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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legal standing bank digital di 
Indonesia dan untuk mengetahui perlindungan hukum apa saja yang dapat 
diberikan oleh debitur jika terjadi kecurangan dalam layanan e-service yang 
disediakan oleh bank tersebut. Dengan pendekatan metode yuridis normatif, 
statuta, analitik, komparatif, dan konseptual, penelitian ini mengungkapkan 
bahwa bank digital yang beroperasi di Indonesia dianggap ilegal karena tidak 
ada perlindungan hukum mengenai pengoperasian bank digital tersebut dan 
tidak ada perlindungan dan jaminan bagi nasabah. /debitur dan pengguna 
bank digital ini jika terjadi perselisihan. Pihak-pihak yang dirugikan oleh situasi 
ini tidak memiliki legalitas yang memungkinkan mereka untuk menempuh 
















This research aims to analyze the legal standing of digital banks in Indonesia 
and to find out what legal protection can be provided by the debtors in case of 
fraud in e-services provided by the banks. With a normative-juridical method, 
statutory, analytical, comparative, and conceptual approaches, this research 
reveals that the digital banks operating in Indonesia are considered illegal since 
there is no legal protection concerning the operation of these digital banks and 
no protection and guarantee for clients/debtors and users of these digital banks 
if disputes take place. Parties disadvantaged by this situation do not hold any 
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A) Latar Belakang  
Perkembangan teknologi telah merubah sebagian besar kehidupan 
manusia, penggunaan smartphone, komputer, laptop, Internet, dan aplikasi 
yang saling terhubung memungkinkan relasi Business to Business (B2B) dan 
Business to Customer (B2C) berjalan dengan baik. Salah satunya, 
perkembangan teknologi informasi di sektor perbankan yang mendorong 
kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi terhadap akses finansial yang lebih 
baik. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 
12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh 
Bank Umum, Inovasi teknologi perbankan dimulai dari munculnya Core 
Banking System (CBS), yang merupakan jantung dari sistem perbankan. 
Berdasarkan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Standar 
Penyelenggaraan Teknologi Informasi, Core Banking System sebagaimana 
dimaksud dalam POJK Nomor 12/POJK.03/2018 Pasal 2 ayat (1) berupa 
aplikasi untuk memproses transaksi perbankan sehari-hari yang mencakup 
fungsi nasabah, simpanan, pinjaman, akuntansi, dan pelaporan.  
Inovasi tersebut merupakan perubahan digital yang berhasil 
mentransformasi suatu sistem teknologi informasi dan komunikasi dengan 
memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kecepatan, kenyamanan, 
biaya yang ekonomis, dan transparan menggantikan era ekonomi 
konvensional. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi, banyaknya variasi pelaku industri jasa keuangan menyebabkan 
tingkat persaingan yang tinggi, khususnya untuk memperoleh nasabah. Pada 
sisi lain, perkembangan zaman juga menunjukkan perubahan pola perilaku 
masyarakat dalam menggunakan layanan yang disediakan oleh Lembaga Jasa 
Keuangan.  
Berdasarkan POJK Nomor 12/POJK.03/2018, peran teknologi informasi 
menjadi 2 aspek yang sangat penting mengingat semakin tinggi penggunaan 
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perangkat seluler dan komputer sebagai media transaksi keuangan. Hal 
tersebut juga didukung dengan meningkatnya penggunaan jaringan internet 
di Indonesia yang diikuti dengan perluasan pembangunan infrastruktur 
jaringan internet. Penggunaan Teknologi Informasi tersebut dapat dilakukan 
oleh bank baik dengan pengembangan infrastruktur pendukung secara mandiri 
maupun melalui kerja sama dengan mitra bank. Hal tersebut membantu bank 
agar dapat memberikan layanan kepada nasabah tanpa batasan tempat dan 
waktu, serta dengan biaya seminimal mungkin yang memberikan kenyamanan 
maksimal kepada nasabah.1 
Perkembangan yang pesat teknologi sekarang ini tidak dapat dipungkiri 
dan dihindari. Perkembangan tersebut juga menuntut kita semua untuk segera 
bergegas beradaptasi dengan perubahan yang ada. Berkembang pesatnya 
teknologi memberikan kemudahan bagi setiap orang dalam segala bidang, 
karena pada prinsipnya setiap orang menginginkan suatu kemudahan dalam 
segala bidang. Untuk memanfaatkan momentum perkembangan teknologi 
tersebut kini telah hadir suatu terobosan baru dalam bidang perbankan yaitu 
layanan perbankan digital. Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa 
layanan perbankan digital adalah layanan atau kegiatan perbankan dengan 
menggunakan sarana elektronik atau digital milik Bank, dan/atau melalui 
media digital milik calon nasabah dan/atau nasabah Bank, yang dilakukan 
secara mandiri. 
Perbankan sebagai industri jasa keuangan di Indonesia, merupakan   
industri yang memegang peranan penting dalam kegiatan perekonomian.2 
Perbankan juga memiliki peranan dalam upaya peningkatan kesejahteraan 
rakyat dengan menunjang pelaksanaan   pembangunan   nasional.3 Banyaknya   
variasi   layanan yang ditawarkan oleh bank yang berbeda menyebabkan 
                                               
1 Emi Susanti, INOVASI DIGITAL BANKING DAN KINERJA PERBANKAN DI INDONESIA, 
Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret, 2019 
2 Cvijovic, J., Stankovic, M. K., & Relljic, M, “Customer Relationship Management In Banking 
Industry: Modern Approach”. Industrija Journal, Vol. 45, No.3, 2017, hlm 151-165. 
3 Chosyali, A., & Sartono, T. “Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kredit Dalam Rangka Mengatasi 




tingkat persaingan menjadi tinggi, khususnya untuk memperoleh   nasabah.   
Disisi lain, perkembangan Teknologi Informasi tersebut juga menunjukan   
perubahan pola prilaku masyarakat   dalam   menggunakan layanan yang 
disediakan   oleh   perbankan. Fenomena tersebut mendorong perbankan 
menyediakan layanan keuangan berbasis Teknologi Informasi (financial 
technology) yang menawarkan inovasi   baru dalam   layanan   keuangan   
bank. Bagi perbankan, digitalisasi bukanlah sebuah pilihan tetapi menjadi 
keharusan dan kewajiban.  Adanya harapan nasabah terkait kecepatan, 
kemudahan, fleksibilitas, kenyamanan dan tersedianya layanan bank 7x24 
jam, mengharuskan     beberapa     perbankan     diIndonesia melakukan 
transformasi layanan berbasis digital.4 
Dengan adanya Pergeseran dunia perbankan konvensional menjadi digital 
mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kerja, serta 
meningkatkan kualitas layanan bagi nasabah. Melihat pola dan gaya transaksi 
nasabah di era milenial ini mengharuskan tersedianya kemudahan dalam 
setiap layanan perbankan. Hadirnya segmen pasar baru dari generasi milenial 
yaitu nasabah yang lebih muda menjadi salah satu faktor industri perbankan 
harus siap untuk berubah dan beradaptasi. Adanya adopsi teknologi membuat 
bank mampu berjalan lebih efisien. Transformasi digital telah mengubah 
aktivitas perbankan tanpa memerlukan kehadiran fisik di kantor cabang 
sehingga aktivitas menjadi lebih mudah dan efisien, dengan hanya 
menggunakan smartphone dan jaringan internet. 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri telah mengeluarkan peraturan 
mengenai pelayanan bank digital tersebut dalam Peraturan OJK Nomor 
12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh 
Bank Umum. OJK juga telah menerbitkan panduan mengenai pelayanan bank 
digital dalam Panduan Penyelenggaraan Digital Branch oleh Bank Umum. 
Perbankan digital memberikan pelayanan seperti layaknya perbankan 
konvensional secara umum, akan tetapi memiliki perbedaan yaitu segala 
                                               
4 Marlina, A., & Bimo, W.A. “Digitalisasasi Bank Terhadap Peningkatan Pelayanan Dan Kepuasan 
Nasabah Bank”. Jurnal Ilmiah Inovator, Edisi Maret, 2018, hlm 14-34. 
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urusan pelayanan perbankan dilakukan secara mandiri melalui aplikasi 
perbankan di smartphone. Perbankan digital memungkinkan nasabah untuk 
memperoleh layanan perbankan secara mandiri (self service) tanpa harus 
datang langsung ke bank.  
Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), layanan perbankan digital 
memungkinkan calon nasabah dan/atau nasabah Bank untuk memperoleh 
informasi, melakukan komunikasi, registrasi, pembukaan rekening, transaksi 
perbankan, dan penutupan rekening, termasuk memperoleh informasi lain dan 
transaksi di luar produk perbankan, antara lain nasihat keuangan (financial 
advisory), investasi, transaksi sistem perdagangan berbasis elektronik (e-
commerce), dan kebutuhan lainnya dari nasabah Bank. 
Terdapat beberapa perbedaan antara bank dengan layanan digital dan 
Bank Konvensional dengan Bank Digital secara murni, Menurut Pasal 1 angka 
1 Undang-Undang no 10 tahun 1998 tentang perbankan Bank Konvensional 
sama pengertiannya dengan Bank umum yaitu badan usaha yang 
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.5 Bank 
dengan layanan digital merupakan bank konvensional secara umum yang 
memiliki kantor pusat dan kantor cabang yang memberikan pelayanan kegitan 
perbankan secara digital yang memungkinkan nasabah melakukan kegiatan 
perbankan secara mandiri melalui aplikasi namun masih terdapat aktivitas 
manual sedangkan Bank Digital merupakan bank yang melakukan segala 
kegiatan perbankan melalui jaringan digital tanpa memiliki kantor cabang dan 
segala bentuk kegiatan dan aktivitas perbankan sepenuhnya ditangani oleh 
sistem elektronik. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa Bank Digital yang 
beroperasi aktif seperti Jenius yang dicetuskan oleh PT Bank BTPN Tbk pada 
11 agustus 2016, TymeDigital oleh Bank Commonwealth dan Wokee oleh Bank 
                                               
5 pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 
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Bukopin yang muncul pada tahun 2017, Nyala oleh OCBC NISP dan TMRW 
oleh UOB Indonesia yang muncul pada tahun 2020.6  
Dari sisi regulator, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berusaha mengantisipasi 
pergerakan zaman menuju digital dengan menerbitkan payung hukum. 
Sayangnya, regulasi itu baru sebatas mengenai penyelenggaraan digital 
branch (cabang digital) untuk bank umum, dan belum spesifik mengenai bank 
digital murni seperti Webank milik negara China. Sementara itu, jika bicara 
bank digital, sebagai sebuah entitas murni, Indonesia belum memiliki aturan 
sama sekali. Padahal Bank Digital digadang-gadang merupakan suatu inovasi 
yang mampu membawa peningkatan pada perekonomian dunia dan masa 
depan yang lebih baik disektor perbankan, dikarenakan Konsep bank digital ini 
berbeda dengan layanan perbankan digital yang sebelumnya sudah ada 
seperti seperti SMS Banking, Mobile Banking, dan e-banking. Layanan bank 
digital seluruhnya dapat diakses melalui apikasi, termasuk pembukaan 
rekening tanpa aktivitas manual. Bank digital juga tidak memerlukan kantor 
cabang secara fisik hal ini dapat mendukung perbankan melakukan 
pengelolaan dengan lebih efisien.7 
 Terdapat beberapa kemungkinan terjadinya Fraud didalam layanan 
elektronik dari Bank Digital ini, yang dapat merugikan pengguna atau nasabah 
dan/atau debitur dikarenakan tidak ada pengaturan pasti akan operasional 
Bank Digital yang ada di Indonesia, besarnya kemungkinan terjadinya Fraud 
tentu menjadi kekhawatiran bagi para pengguna sehingga perlu adanya 
pengaturan terkait Perlindungan terhadap nasabah yang layanan elektronik 
Bank Digital ini. Pengaturan yang pasti akan Pelaksanaan yang menjamin 
                                               
6 Tirta Citradi, CNBC Indonesia, Persaingan Bank Digital di RI makin seru, siapa jadi jawara, 
https://www.cnbcindonesia.com/market/20210203022555-17-220598/persaingan-bank-digital-di-ri-
makin-seru-siapa-jadi-jawara (online) diakses pada19 maret 2020. 
7 Luky Maulana Firmansyah dan Aulia Putri Pandamsari, Dua bank digital nasional segera meluncur 




perlindungan nasabah dan/atau debitur juga mendukung tugas pengaturan 
dan pengawasan oleh OJK dan/atau Bank Indonesia.  
Pengawasan terhadap kegiatan perbankan pada layanan elektronik Bank 
Digital yang dilakukan oleh OJK sangat diperlukan untuk mengetahui apakah 
terjadi penyimpangan, pelanggaran, ataupun kesalahan dalam 
operasionalisasi sistem perbankan tersebut yang dapat menyebabkan 
kemungkinan menimbulkan ketidak stabilnya perekonomian nasional dan 
menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Setiap bank wajib memelihara 
tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas 
aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain 
yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha 
sesuai dengan prinsip kehati-hatian.8 Tingkat kesehatan bank akan 
mempengaruhi system keuangan, pertumbuhan perekonomian nasional, dan 
kepercayaan masyarakat. Selain itu, apabila pengaturan terkait legalitas Bank 
Digital di Indonesia ini tidak segera diatur maka dikhawatirkan menimbulkan 
akibat buruk seperti penyelundupan Hukum oleh Bank-bank kecil yang ingin 
menjadi Bank digital seperti penggunaan cryptocurrency, money laundering, 
pelanggaran mata uang. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas 
permasalahan yang timbul dalam skripsi ini dengan judul “STATUS HUKUM 
BANK DIGITAL DIINDONESIA”  
B) Orisinalitas Penelitian  
Dalam penelitian ini, untuk membuktikan kebaruan dan arah penelitian 
yang berbeda dengan hasil penelitian lain, berikut penulis paparkan 
perbedaannya pada sebuah tabel. 
no Nama peneliti dan 
asal instansi 
Judul penelitian Rumusan 
masalah 
Perbandingan  
                                               
8 Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan 
Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank 
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C) Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai 
berikut?  
1. Apa status hukum pendirian bank digital yang beroperasi di Indonesia? 
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi debitur dalam hal terjadinya 
fraud dalam layanan elektronik oleh bank digital? 
 
D) Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan didatas, maka tujuan 
yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini adalah seabagai 
berikut: 
1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis status hukum pendirian bank 
digital yang beroperasi di Indonesia 
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi 
debitur dalam hal terjadinya fraud dalam layanan elektronik oleh bank 
digital. 
 
E) Manfaat Penulisan  
Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi 
teoritis maupun dari segi praktis 
1. Manfat teoritis  
Manfaat teoritis: Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan pengembangan pengetahuan dan wawasan lebih dalam 
Hukum Perbankan khsususnya berkaitan dengan status hukum pendirian 
bank digital di Indonesia beserta perlindungan hukum bagi nasabahnya 
dalam hal terjadi fraud. 
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2. Manfaat Praktis  
a. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  
1) Memberikan informasi terkait pengaturan bank digital sehingga 
menjadi pertimbangan bagi OJK dalam pelaksanaan 
pengawasannya. 
2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi OJK 
dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan 
aturanaturan yang berlaku 
b. Bagi Bank Indonesia (BI)  
1) Penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam 
pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan bank digital 
c. Bank Digital 
1) Dapat memberikan informasi bagi Bank selaku Penyedia Jasa 
Keuangan dalam kewajibannya untuk mematuhi kebijakan 
memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain kepada 
debitur secara digital. 
2) Memberikan informasi terkait status hukumnya diindonesia agar 
dapat menjalankan kegiatan perbankan yang legal, aman, dan 
teratur. 
3) Menjadi sumber informasi agar dapat meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi dalam proses kerja. 
d. Bagi Masyarakat  
1) Memberikan pemahaman kepada masyarakat arti pentingnya 
pengaturan Bank digital dalam optimalisasi fungsi intermediasi 
perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung 
pertumbuhan ekonomi dalam kebijakan stimulus perekonomian. 
2) Memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana suatu 
perbankan dijalankan berdasarkan peraturan. 
 
F)  Metode Penelitian  
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Berikut adalah penjabaran dari metode penelitian yang akan digunakan 
dalam penelitian ini:  
a. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang 
berbentuk yuridis-normatif. Penulis memilih menggunakan jenis penelitian ini 
karena penelitian ini dilakukan terhadap peraturan Perundang-Undangan atau 
hukum tertulis9 yang memiliki kaitan dengan Bank Digital. Tujuannya adalah 
mengadakan identifikasi status hukum bank digital murni dan bagaimana 
dampak dari suatu kebijakan dalam peraturan Perundang–Undangan.  
b. Pendekatan penelitian 
1) Statute approach (Pendekatan Perundang-undangan) 
Pendekatan perundang- undangan merupakan pendekatan yang dilakukan 
dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang- undangan serta regulasi 
yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.10 Dalam tata 
cara pendekatan perundang- undangan penulis harus meengerti terkait 
hirarkhi, serta asas- asas dalam peraturan perundang- undangan. Pada Pasal 
1 angka 2 Undang- undang RI No 10 tahun 2004, peraturan perundang- 
undangan merupakan peraturan yang tertulis yang dibangun oleh lembaga 
negeri ataupun pejabat yang berwenang dan mengikat secara universal. Dari 
penafsiran tersebut, secara pendek dapat diartikan bahwa statute berbentuk 
legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan perundang- undangan 
adalah pendekatan yang memakai legislasi serta regulasi. 
2) Analytical approach (Pendekatan Analisi) 
                                               
9 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 25. 
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 93. 
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Pendekatan Analisis adalah Pendekatan dengan menganalisa bahan 
Hukum guna memahami makna yang terkandung didalam istilah-istilah yang 
digunakan dalam Peratura Perundang-undangan secara Konsepsional.11 yaitu 
mengenai status hukum Bank Digital di Indonesia serta Perlindungan Hukum 
terhadap Debitur apabila terjadinya Fraud didalam Layanan Elektronik Bank 
Digital. 
3) Comparative approach (Pendekatan Komparatif) 
Pendekatan Komparatif merupakan kegiatan untuk membandingkan 
hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu 
tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.12 Perbandingan dilakukan untuk 
memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan-peraturan hukum 
tersebut terkait Bank Digital. 
4) Conceptual approach (Pendekatan Konseptual) 
Menurut Peter mahmud Marzuki, Conceptual approach (Pendekatan 
Konseptual) merupakan pendekatan yang dimulai berdasarkan pandangan dan 
doktrin yang berkembang di dalam ilmu Hukum, guna mendapatkan ide-ide 
yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan.13 sebagai 
bentuk landasan dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk melihat 
bentuk suatu peraturan perundang-undangan mengenai Bank Digital. 
c. Jenis dan Sumber hukum  
Sumber Bahan Dalam penelitian selalu diperlukan bahan atau data yang 
akan dicari kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban 
dari permasalahan penelitian yang diajukan.14 Adapun jenis dan sumber bahan 
                                               
11 Ibrahim, Jhonny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia Publising, 
Malang, 2006, hlm 310 
12 ibid 
13 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (edisi Revisi), Kencana Prenada, Jakarta, 2013, hlm 135-136 
14 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Op.cit, hlm. 41 
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yang akan digunakan sebagai dasar untuk menunjang penelitian ini adalah 
bahan hukum yang dikumpulkan berasal dari data sekunder. Data sekunder 
dimaksud antara lain meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 
dan bahan hukum tersier berupa Norma Dasar, perundangundangan, hasil 
penelitian ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.15 
1. Bahan hukum primer16  
Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan 
utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini adalah: 
a. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan;  
b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang 
Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum. 
2. Bahan hukum sekunder17 
Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer 
dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, 
seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, 
serta dokumen-dokumen lain. yang berkaitan dengan Bank Digital 
DiIndonesia. Bahan hukum yang terdiri dari buku atau jurnal hukum yang 
berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli 
hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia 
hukum. Wawancara dengam narasumber seorang ahli hukum untuk 
memberikan pendapat hukum tentang suatu fenomena bisa diartikan sebagai 
                                               
15 Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
2004, hlm 30. 
16 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 





bahan hukum sekunder. Namun demikian, perlu dilihat kapasitas keilmuan dan 
seyogyanya tidak terlibat dengan kejadian tersebut agar komentar yang 
diberikan menjadi objektif.18 
3. Bahan non hukum atau tersier19 
Bahan non hukum adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks 
bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku 
ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa dan 
ensiklopedia umum. Bahan ini menjadi penting karena mendukung dalam 
proses analisis hukumnya.  
d. Teknik penelusuran bahan hukum 
Analisis hasil penelitian merupakan kegiatan yanng berupa telaah terhadap 
hasil pengolahan berupa bahan penelitian dengan kajian pustaka yang telah 
dilakukan sebelumnya. Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan cara 
mengkritisi, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu 
kesimpulan terhadap hasil penlitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian 
pustaka. Metode analisis untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode 
preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) 
tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah, atau apa yang 
seyogyanya menurut hukum.20 
e. Teknik Analisis Bahan Hukum  
Pada penelitian hukum yuridis-normatif, pengolahan data dilakukan 
dengan cara menganalisis dan mengolah bahan hukum tertulis. Hasil olahan 
bahan hukum akan diuraikan secara deskriptif-preskriptif yang merupakan 
teknik analisis kualitatif. Dalam mengolah bahan hukum, penulis akan 
                                               
18 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Jakarta, 2005, hlm 169. 
19 loc cit. 
20 M. Endriyo Susila, Buku Pedoman Penulisan Hukum, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta, 2007, hlm. 40-41 
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mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta doktrin, 
teori hukum yang sedang berekembang atau pendapat ahli hukum. Adapun 
teknik interpretasi hukum yang digunakan adalah:  
1. Interpretasi Norma Sistematis  
Teknik penafsiran hukum ini dilakukan dengan memperhatikan susunan 
yang berhubungan dengan pasal- pasal lainnya, baik dalam satu undang-
undang yang sama maupun dengan peraturan perundang-undangan lainnya.21 
2. Interpretasi Norma Grammatikal  
Penafsiran gramatikal dilakukan dengan menilai arti kata atau istilah yang 
terdapat pada peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada makna 
kata atau istilah tersebut menurut tata bahasa yang lazim atau menurut 
kebiasaan.22 
f. Definisi Konseptual  
Definisi konseptual merupakan penggambaran hubungan antara konsep-
konsep khusus yang akan diteliti.23 Dalam ilmu sosial, konsep diambil dari teori. 
Dengan demikian kerangka konsep merupakan pengarah atau pedoman yang 
lebih konkret dari kerangka teori dan mencakup definisi konseptual.24 Adapun 
dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:  
                                               
21 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
2006, hlm 31. 
22 Ibid. hlm 32. 
23 Sri Mahmudji, Metode dan Penelitian Penulisan Hukum, Badan Penerbit Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia, Jakarata, 2005, hlm 67.  
24 loc cit. 
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1. Status Hukum 
Menurut KBBI Status adalah keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan 
sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya; sedangkan 
Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, 
yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, Maka status hukum adalah 
segala peraturan yang mengatur keadaan atau kedudukan orang, badan, dan 
sebagainya dalam hubungan dengan masyarakat disekelilingnya yang 
dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah yang 
berwenang. 
2. Bank Digital 
Bank Digital adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk 
kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangkah meningkatkan taraf 
hidup rakyat banyak yang pengoperasiannya melalui aplikasi. Bank Digital 
mencakup keseluruhan layanan perbankan dari administrasi rekening, otorisasi 
transaksi, pengelolaan keuangan; dan/atau pembukaan, penutupan rekening, 
tranksaksi digital dan pelayanan produk keuangan lain.25 
3. Layanan Digital Bank 
Layanan digital Bank adalah layanan atau kegiatan perbankan dengan 
menggunakan sarana elektronik ataupun digital milik bank atau melalui media 
digital yang dilakukan secara mandiri oleh nasabah yang memungkinkan calon 
nasabah atau nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan 
komunikasi, registrasi, pembukana rekening, transaksi perbankan, antara lain 
                                               
25 Herni Aning Subandini, Mengenal Bank Digital, Layanan Perbankan Jaman Now! 
https://bahasan.id/mengenal-bank-digital-layanan-perbankan-jaman-now/ diakses pada 3 oktober 2020 
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nasihat keuangan (financial advisory), investasi, transaksi e-commerce, dan 
kebutuhan lainnya dari nasabah bank.26 
g. Sistematika Penulisan  
Dalam menyusun penelitian ini, penulis membagi penelitian dalam 4 
(empat) bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
BAB I. PENDAHULUAN  
Bab ini merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran secara 
keseluruhan dari penilitian ini. Di dalam bab ini membahas terkait latar 
belakang masalah dan pokok permasalahan. Selain itu, dalam bab ini juga 
berisi tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan, dan metode 
penelitian.  
BAB II. KAJIAN PUSTAKA  
Pada bab ini memuat kajian pustaka berkaitan dengan kerangka teori yang 
menjelaskan mengenai konsep umum berkaitan dengan penelitian. Digunakan 
sebagai bahan analisa dalam menjawab rumusan masalah.   
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Pada bab ini memuat hasil penelitian yang terkait tentang “Status Hukum 
Bank Digital DiIndonesia”.  
BAB IV. PENUTUP  
                                               
26 Trisna, Febriana, Studi Penerapan Inovasi Teknologi Informasi Dengan Metode Technology 
Watch And Competitive Intelligence (TW-CI), Jurnal Binus Uneversity, Jakarta, Vol. 5, No.1 Juni 




Pada bab ini akan menguraikan kesimpulan yang merupakan jawaban 
terhadap permasalahan yang ada pada skripsi dan saran– saran yang perlu 





















A. Kajian Umum Perbankan 
1. Pengertian perbankan  
Pengertian Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang 
dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat 
dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangkah 
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Kasmir, SE, MM. Secara 
sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan 
usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan 
kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank 
lainnya. 27 
Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup 
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan 
kegiatan usahanya. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya 
berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. 
Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur 
dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan 
pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan 
pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas 
nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan memiliki 
kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem 
pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem 
keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat 
dipertanggungjawabkan.28 
                                               
27 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2015, hlm 25. 




Menurut berbagai sumber mengenai pengertian bank yang telah dijelaskan 
di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga/perusahaan 
yang aktifitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan, dan 
simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (surplus spending unit) 
kemudian melemparkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana 
(deficit spending unit) dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya 
dalam rangkah meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Arus perputaran uang 
yang ada di bank dari masyarakat kembali ke masyarakat, dimana bank 
sebagai perantara dapat djelaskan sebagai berikut: 
1. Nasabah (masyarakat) yang kelebihan dana menyimpan uangnya di bank 
dalam bentuk simpanan Giro, Tabungan, dan Deposito. Bagi bank dana 
yang disimpan oleh masyarakat adalah sama artinya dengan membeli 
dana. Dalam hal ini nasabah sebagai penyimpan dan bank sebagai 
penerima titipan. Nasabah dapat memilih sendiri untuk menyimpan dana 
dalam bentuk Giro, Tabungan, dan Deposito.  
2. Nasabah penyimpan akan memperoleh balas jasa dari bank berupa bunga 
bagi bank konvensional dan bagi hasil bagi bank yang berdasarkan Prinsip 
Syariah. Besarnya jasa bunga dan bagi hasil tergantung dari besar kecilnya 
dana yang disimpan dan faktor lainnya.  
3. Kemudian oleh bank, dana yang disimpan oleh nasabah di bank yang 
bersangkutan disalurkan kembali (dijual) kepada masyarakat yang 
kekurangan atau membutuhkan dana dalam bentuk pinajaman/kredit.  
4. Bagi masyarakat yang memperoleh pinjaman atau kredit dari bank, 
diwajibkan untuk mengembalikan pinjaman tesebut beserta bunga yang 
telah ditetapkan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah. Khusus 
bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah pengembalian pinjaman 
disertai dengan sistem bagi hasil sesuai hukum islam. 
2. Fungsi Bank  
Fungsi Bank Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2006:9), 
“fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 
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menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau 
sebagai financial intermediary”. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi 
sebagai agent of trust, agent of development, dan agent of services sebagai 
berikut: 
a. Agent of trust Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan 
(trust), baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. 
Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi 
adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak 
akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, 
bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang dijanjikan simpanan 
tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Kegiatan perekonomian 
masyarakat disektor ri’il tidak dapat dipisahkan. Sektor ri’il tidak dapat 
berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan 
baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran 14 dana 
sangat diperlukan bagi kelancaran kegiatan perekonomian di sektor 
ri’il.  
b. Agent of Development Kegiatan bank berupa dan menyalurkan dana 
sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. 
Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan 
kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang 
dan jasa. Mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi 
tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran 
kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan 
pembangunan perekonomian suatu masyarakat.  
c. Agent of service Selain melakukan penghimpuna dan penyaluran dana 
bank juga memberikan penawaran jasa perbankan lain kepada 
masyarakat. Jasa yang ditawarkan ini erat kaitannya dengan kegiatan 
perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat 
berupa jasa penitipan uang, penitipan barang-barang 
 
 32 
Fungsi perbankan dapat dilihat pula dalam Pasal 3 UU Perbankan yang 
menyatakan bahwa Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai 
penghimpun dan penyalur dana masyarakat dari ketentuan ini tercermin fungsi 
bank sebagai Financial Intermediary perantara pihak-pihak yang memiliki 
kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan 
memerlukan dana (lacks of funds).29 
 3. Jenis-jenis Bank 
Jenis-Jenis Bank Dalam prakteknya perbankan di Indonesia saat ini 
terdapat beberapa jenis perbankan seperti yang diatur dalalm Undang-Undang 
Perbankan. Jika melihat jenis perbankan sebelum keluar Undang-Undang 
Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya, yaitu Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1967, maka 15 terdapat beberapa perbedaan. Namun, 
kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang 
menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu 
sama lainnya. Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, serta 
kepemilikannya. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya 
kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan serta jangkauan wilayah 
operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan 
sahamnya. Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapa nasabah yang 
mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu 
(kecamatan). Jenis perbankan juga dibagi ke dalam bagaimana caranya 
menentukan harga jual dan harga beli atau denga kata lain caranya mencari 
keuntungan. 
Menurut UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi 
dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis 
perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari: Bentuk Bank Pembangunan dan 
Bank Tabungan yang semula berdiri sendiri dengan keluarnya undang-undang 
                                               
29 Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 
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di atas berubah fungsinya menjadi Bank Umum. Sedangkakn Bank Desa, Bank 
Pasar, Lumbung Desa, dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat 
(BPR). Pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sesuai denga 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut:  
A. Bank Umum Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan 
usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang 
dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan 
seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah 
operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan ke 
luar negeri (cabang).30  
B. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan 
kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. 
Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 
pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh 
lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank 
umum.31 
B.  Kajian Umum Layanan Digital 
1. Layanan Digital dan Bank Digital 
Layanan Digital oleh Bank Digital adalah yang biasa disebut juga dengan istilah 
Layanan Perbankan Digital yang dapat diartikan sebagai layanan kegiatan 
perbankan melalui kantor bank dengan melalui saranan elektronik dan/atau 
digital milik bank dan/ atau melalui media digital yang dilakukan secara mandiri 
oleh nasabah yang memungkinkan calon nasabah dan/atau nasabah bank 
memperoleh informasi , melakukan komunikasi, registrasi, pembukaan 
rekening, transaksi perbankan dan penutupan rekening, termasuk 
memperoleh informasi lain dan transaksi di luar produk perbankan, antara lain 
                                               
30 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan 
31 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan 
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financial advisory (saran dan pendapat keuangan), investasi, transaksi e-
commerce dan kebutuhan lainnya.32 
Literatur terkait Bank Digital di Indonesia saat ini dapat dikatakan belum 
ada, namun apabila dilhat dari sumber luar negeri seperti menurut 
Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) memberikan definisi Branchless 
Banking dalam hal ini Bank Digital, sebagai berikut:33 “CGAP defines Branchless 
Banking as the delivery of financial services outside conventional Bank 
branches using information and communications technologies and retail 
Agents”. CGAP sendiri merupakan konsorsium kebijakan dan penelitian 
independen yang didedikasikan untuk memajukan akses keuangan untuk 
masyarakat miskin dunia. Hal ini didukung oleh lebih dari 33 lembaga 
pembangunan dan yayasan swasta yang memiliki misi umum untuk 
mengurangi kemiskinan. CGAP berkedudukan di World Bank, menyediakan 
intelijen pasar, mempromosikan standar, mengembangkan solusi inovatif dan 
menawarkan layanan konsultasi kepada pemerintah, penyedia jasa keuangan, 
donor dan investor.34 
Namun apabila ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1998 tentang Perbankan Bank Digital juga dapat diartikan sebagai badan 
usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk 
lainnya dalam rangkah meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang 
pengoperasiannya melalui aplikasi dalam bentuk Layanan Keuangan Digital.35 
2. Jenis-jenis Layanan Digital 
a. Internet Banking  
Nasabah dapat melakukan transaksi perbankan (financial dan 
nonfinancial) melalui komputer yang berhubungan dengan jaringan 
                                               
32 Untung Kasirin, Mengenal Layanan Digital Banking dan Jenis-jenisnya, 
https://akuntansikeuangan.com/digital-banking/, diakses pada 20 maraet 2020 
33 Nurtjipto, Aspek Hukum Penggunaan Agen dalam Kegiatan Branchless Banking di 
Perbankan Indonesia, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, 
hlm 35. 
34 loc cit. 
35 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan 
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internet Bank, terdapat beberapa transaksi internet banking, antara 
lain, Transfer dana, Informasi saldo, mutasi rekening, informasi nilai 
tukar, Pembayaran tagihan seperti kartu kredit, telepon, ponsel, listrik, 
dan Pembelian seperti isi ulang pulsa telepon, tiket pesawat, saham.36 
b. Phone Banking  
Nasabah dapat melakukan transaksi perbankan melalui telepon 
dimana nasabah menghubung contact center bank. Bank menyediakan 
tenaga staf khusus guna menjalankan transaksi nasabah atau program 
otomatis yang dapat berinteraksi dengan nasabah untuk menjalankan 
transaksi. Jenis- jenis transaksi phone banking yang dapat dilakukan 
oleh nasabah, seperti Transfer dana, Informasi saldo, Mutasi rekening, 
Pembayaran kartu kredit, PLN, Telepon, ponsel, listrik, asuransi, 
Pembelian pulsa isi ulang.37 
c. SMS Banking  
SMS banking merupakan layanan transaksi perbankan yang 
dapat dilakukan nasabah melalui telepon seluler (ponsel) dengan 
format Short Message Service (SMS). Nasabah dapat mengirimkan SMS 
ke nomor telepon bank atau menggunakan aplikasi yang dipasang bank 
pada ponsel nasabah. Jenis-jenis transaksi melalui SMS banking seperti 
Informasi Saldo, Mutasi rekening Pembayaran (kartu kredit), 
Pembelian pulsa isi ulang. 
d. Mobile Banking  
Mobile banking merupakan layanan perbankan yang juga dapat 
diakses langsung melalui ponsel, namun tingkat kecanggihan yang 
lebih tinggi dibandiingkan dengan SMS Banking, Bank bekerja sama 
dengan operator seluler, sehingga dalam SIM Card (kartu chips seluler) 
Global for Mobile communication (GSM) sudah dipasangkan program 
khusus untuk bisa melakukan transaksi perbankan. Proses transaksi 
nasabah akan lebih mudah pada mobile banking dibandingkan dengan 
                                               
36 loc cit. 
37 loc cit 
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SMS Banking. Beberapa jenis transaksi mobile banking, diantranya 
Transfer dana, Informasi saldo, Mutasi rekening, Informasi nilai tukar 
Pembayaran Kartu kredit, PLN, Telepon, ponsel, Listrik dan asuransi, 
serta pembelian isi ulang pulsa dan saham. 
3. Asas-Asas pada Layanan Bank Digital 
Kegiatan yang dilakukan oleh Bank Digital dalam menyelenggarakan 
perbankannya agar dapat menciptakan sistem perbankan sehat, maka 
dibutuhkan landasan asas-asas, antara lain: 
a. Asas Kehati-hatian (Prudential Principle)  
Yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa: “perbankan 
Indonesia dalam mejalankan usahanya berasaskan demokrasi 
ekonomi dengan menggunakan asas kehati-hatian”. Pada pasal 29 
ayat 2 Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa; “setiap 
bank wajib melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip 
kehati-hatian”. Asas kehati-hatian ini diberlakukan dengan tujuan 
agar meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap bank. 
b. Asas Demokrasi Ekonomi 
Yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa: “perbankan 
Indonesia dalam mejalankan usahanya berasaskan demokrasi 
ekonomi dengan menggunakan asas kehati-hatian”. kemudian 
Berdasarkan penjelasan undang-undang diatas tentang 
pembahasan mengenai demokrasi ekonomi adalah demokrasi yang 
dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan 
Pancasila. 
c. Asas Kepercayaan (Fiduciary Principle)  
Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya harus 
berlandaskan atas kepercayaan antara pihak bank dengan pihak 
nasabah dikarenakan bank wajib untuk terus menjaga kesehatan 
bank sehingga nasabah percaya di bank. Hubungan antarbank dan 
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nasabah debitur juga bersifat sebagai hubungan kepercayaan yang 
membebankan kewajiban-kewajiban kepada bank terhadap 
nasabahnya.38 
d. Asas Kerahasiaan (Confidential Principle) 
Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya jiga harus 
berlandaskan asas kerahasiaan dimana bank wajib untuk menjaga 
segala rahasia yang berhubungan dengan informasi nasabah, 
keuangan nasabah dan segala hal yang dipersamakan dengan itu 
dengan tujuan nasabah tidak perlu khawatir identitas dirinya bocor. 
Berbagai asa-asas ini tentu perlu dijadikan landasan bagi Bank 
Digital dalam menyelenggarakan perbankan nya, mengingat 
perkembangan dan segala kemudahan diinternet selain banyak 
membawa keuntungan juga tidak dapat dipungkiri menjadi ladang 
kejahatan internet seperti fraud atau kecurangan-kecurangan lain 
yang dapat merugikan berbagai pihak terutama nasabah. 
 
C. Kajian Umum tentang Kewenangan OJK dalam pengawasan Bank 
1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
Pengertian Otoritas Jasa Keuangan terdapat dalam pasal 1 angka 1 
Undang-undang nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan, yaitu 
lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang 
pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk 
dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa 
keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta 
mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan 
stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.39 
                                               
38 Rahmadi Usman, “Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia”, PT. Gramedia Pustaka Utama, 
Jakarta, 2001, hlm 16. 
 
39 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm 111. 
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Otoritas Jasa keuangan adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi 
pemerintah dalam rangka mengatur dan mengawasi kegiatan sektor jasa 
keuangan.40 setiap pihak dilarang ikut campur tangan dalam pelaksanaan 
tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Bahwa untuk menjamin 
terselenggaranya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang 
optimal, Otoritas Jasa Keuangan harus dapat bekerja secara independen 
dalam membuat dan menerapkan tugas dan wewenangnya sebagaimana 
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. 
Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang 
organisasi dan tata kelola bagi lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan 
pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk 
dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa 
keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, serta 
mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan 
stabil. Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mendukung kepentingan 
sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing 
nasional.41 hal tersebut juga diatur didalam pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 
tentang OJK. 
2. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan 
Pembentukan OJK bermulai dari keresahan berbagai pihak dalam fungsi 
pengawasan kepada lembaga keuangan di Indonesia. Pembentukan OJK 
dilatarbelakangi dari tiga hal, yaitu perkembangan industri sektor jasa 
keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan 
serta amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. 
Dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia merupakan 
respon terhadap Krisis Asia yang terjadi pada 1997-1998 yang dampaknya 
sangat besar bagi Indonesia terkhusus bidang perbankan.42 
                                               
40 Pasal 3 Rancangan Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan. 
41 Dasrol, Fungsi Strategis Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Perbankan 
Nasional Indonesia, Volume 21, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau, 2013, hlm 6. 
42 Adrian Sutedi, 2014, Op.Cit. hlm 36 
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Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat 
mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga 
meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu OJK juga diharapkan 
mampu menjaga kepentingan nasional yang meliputi sumber daya manusia, 
pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan 
tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi 
dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, 
akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran.43 
Tugas pengawasan perbankan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan lahir dilakukan oleh Bank 
Indonesia, yaitu sesuai dengan amanat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 
tentang Bank Indonesia. Setelah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Otoritas Jasa Keuangan dibentuk, tugas mengawasi perbankan 
menjadi tugas OJK. Pada dasarnya wewenang pemeriksaan terhadap 
perbankan sepenuhnya adalah wewenang OJK. Namun untuk melaksanaan 
wewenang tersebut, namun sejalan dengan wewenang tersebut OJK 
memerlukan koordinasi dengan Bank Indonesia dan Menteri Keuangan demi 
terwujudnya sistem perbankan yang sehat dan adil. Sehingga dapat 
mendorong reformasi perekonomian bangsa ditengah perekonomian dunia 
yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. OJK dan BI melakukan 
koordinasi dalam pengaturan dan pengawasan perbankan sehingga dapat 
terwujudnya sistem perbankan yang sehat.44 
3. Tugas dan Wewenang OJK 
Tugas dan wewenang OJK dalam hal pengawasan perbankan hanya 
berkaitan dengan aspek micoprudential seperti kelembagaan, kegiatan usaha, 
dan penilaian tingkat kesehatan. Sementara itu aspek macro prudential 
                                               
43 https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx diakses pada 9 februari 2020  
44 Rebekka Dosma Sinaga, dkk, “Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa 
Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”, Jurnal Hukum Ekonomi, Volume I Nomor 2, (Februari-Mei 
2013), hlm 1. 
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berkaitan dengan kebijakan moneter dan sistem pembayaran seperti 
ketentuan tentang Giro Wajib Minimum (GWM), ketentuan devisa, Operasi 
Pasar Terbuka (OPT), dan laporan-laporan serta pemeriksaan yang terkait 
dengan pelaksanaan tugas di bidang moneter dan sistem pembayaran 
merupakan kewenangan dari otoritas moneter BI.45 
Tugas micro prudential banking regulation yang menjadi kewenangan 
membuat dan menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan pelaksanaan 
pembinaan dan pengawasan bank serta ketentuan kehati-hatian yang 
berkaitan dengan individual bank dalam rangka menjaga bank tetap aman dan 
sehat.46 Hal tersebut tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 
2011 yang menyatakan bahwa: “Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan 
pengawasan disektor perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf 
a, OJK mempunyai wewenang:  
a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang 
meliputi:  
1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, 
anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan 
dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi 
bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan  
2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan 
dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa.  
b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank meliputi: 
1. Likuidasi, rentabilitasi, solvabilitas, kualitas aset, rasio 
kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian 
kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan 
bank;  
                                               
45 Evanlie Robot, Kewenangan Bank Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan 
Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Lex Et Societatis Vol. VII, Nomor 6, 2019, hlm 
72. 
46 Sila Saktiana, Analisis Yuridis Mengenai Dampak Pembentukkan Otoritas Jasa Keuangan 
Terhadap Pengawasan Perbankan Syariah, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 
Depok, 2004, hlm 77-78. 
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2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja 
bank;  
3. Sistem informasi debitur;  
4. Pengujian kredit (credit testing); dan  
5. Standar akuntansi bank;  
c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, 
meliputi:  
1. Manajemen risiko;  
2. Tata kelola bank;  
3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan  
4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan 
perbankan; dan  
d. Pemeriksaan bank.47 
Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 7 tersebut menyebutkan bahwa 
pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek 
kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkuppengaturan dan 
pengawasan micro-prudential yang menjadi tugas dan wewenang OJK. 
4. Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan OJK  
Didalam melaksanakan tugas dan wewenangnya OJK berlandaskan atas 
beberapa asas-asas yaitu antara lain: 
a.  Asas independensi, yaitu independen dalam pengambilan segala 
bentuk keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang 
OJK, dengan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku;  
b. Asas kepastian hukum, yaitu asas pada negara hukum didamana 
dalam melakukan setiap kebijakan penyelenggaraan harus 
mempertimbangkan Hukum dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.  
                                               
47 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. 
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c. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang selalu mementingkan 
kepentingan Bersama dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan 
selektif;  
d. Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terait hak masyarakat 
untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, adil dan tidak 
diskriminatif tentang penyelenggaraan oleh OJK dengan tetap 
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, 
serta rahasia negara, termasuk rahasia yang ditetapkan dalam 
peraturan perundang-undangan;  
e. Asas profesionalitas, yitu asas yang selalu mengutamakan keahlian 
dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan selalu 
berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-
undangan;  
f. Asas integritas, yaitu asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai 
moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam 
penyelenggaraan OJK;  
g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap 
kegiatan dan hasil akhir dari segala kegiatan penyelenggaraan OJK 
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik; 
 
D. Kajian Umum tentang Sistem Keuangan 
1. Pengertian Sistem Keuangan 
Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 
Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan 
sistem Keuangan adalah sistem yang terdiri atas lembaga jasa keuangan, 
pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran, 
yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan 
pengalokasiannya untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional. 
2. Peran sistem keuangan 
Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara 
yang berperan dan melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang 
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diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Tugas utama sistem keuangan 
adalah mengalihkan dana yang tersedia dari penabung kepada pengguna dana 
untuk kemudian digunakan membeli barang dan jasa-jasa disamping untuk 
investasi sehingga ekonomi dapat tumbuh dan meningkatkan standar 
kehidupan.48 
Sistem keuangan memiliki peran yang sangat prinsipil dalam perekonomian 
dan kehidupan. Berbagai studi menunjukkan bahwa sistem keuangan 
memainkan peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. 
Perkembangan sistem keuangan mempengaruhi tingkat tabungan, investasi, 
inovasi tekhnologi, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang disuatu negara, 
bahkan perkembangan sistem keuangan mampu memprediksi perkembangan 
ekonomi kedepan. Umumnya negara-negara yang berhasil menjadi pemimpin 
perekonomian dunia adalah negara-negara yang berhasil mengembangkan 
sistem keuangan yang relatif lebih maju dan berfungsi dengan baik.49 
3. Fungsi dan Karakteristik Sistem Keuangan 
Tidak sempurnanya pasar menyebabkan tingginya biaya-biaya terkait 
dengan pengumpulan informasi, penerapan kontrak, dan pelaksanaan 
berbagai transaksi. Hal inilah yang mendorong berkembangnya berbagai jenis 
kontrak keuangan, pasar keuangan, dan lembaga intermediasi keuangan. 
Masing-masing fungsi sistem keuangan tersebut dapat mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi melalui jalur akumulasi modal dan jalur inovasi 
tekhnologi. Kedua jalur tersebut merupakan dua sumber utama pertumbuhan 
ekonomi jangka panjang yang berkembang didalam literatur teori 
pertumbuhan ekonomi. 
4. Fungsi Sistem Keuangan 
secara mendasar fungsi sistem keuangan ada lima yaitu:50 
a. Memobilisasi tabungan, sistem keuangan dapat menciptakan berbagai 
instrumen yang dapat digunakan untuk memobilisasi dana dalam 
                                               
48 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Prenada Media Grup, Jakarta, 2009, hlm 
17. 
49 loc cit. 
50 loc cit  
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jumlah kecil tapi banyak. Karakteristik pertama sistem keuangan 
adalah kredibilitas yang memainkan peran penting. Sistem keuangan 
yang kredibel akan mampu mengumpulkan dana masyarakat dengan 
biaya yang rendah.  
b. Mengalokasikan sumber daya, sistem keuangan dapat berperan sebagai 
pengumpul informasi mengenai peluang-peluang investasi secara lebih 
efesien sehingga membantu memperbaiki alokasi sumber daya. Maka, 
karakteristik kedua dari sistem keuangan yang berfungsi dengan baik 
adalah kemampuan mengumpulkan, mengolah, dan menerjemahkan 
informasi menjadi alat pengambil keputusan investasi yang terlihat 
pada pergerakan harga instrumen keuangan yang mencerminkan 
kondisi fundamental.  
c.  Memantau para manajer dan melaksanakan pengawasan perusahaan, 
sistem keuangan dapat berperan dalam melakukan kegiatan monitiring 
dan verifikasi sehingga berdampak positif pada perkembangan 
investasi dan efesiensi ekonomi. Dari sini diperoleh karakteristik ketiga 
dari sistem keuamngan yang berfungsi dengan baik, yaitu rendahnya 
kasus-kasus penyelewengan oleh manajemen perusahaan publik atau 
perusahaan yang mendapatkan dana melalui lembaga intermediasi.  
d. Memfasilitasi perdagangan, lindung nilai, diversifikasi dan 
penggabungan risiko, karakteristik kelima dari sistem keuangan yang 
berfungsi dengan baik adalah kemampuan mendiversifikasikan risiko 
dengan baik.  
e. Memfasilitasi transaksi barang dan jasa agar lebih efesien, sistem 
keuangan yang mampu menyediakan fasilitas transaksi dengan biaya 
yang rendah akan mendukung pertumbuhan produktivitas ekonomi. 
Dengan demikian, karakteristik keenam dari sistem keuangan yang 
berfungsi baik 18 adalah adanya mekanisme transaksi keuangan yang 
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A. Analisis Yuridis Status Hukum Bank Digital dalam Peraturan 
Perundang-undangan di Bidang Perbankan di Indonesia  
 
1. Analisis Yuridis Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 jo Undang-undang 
Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan 
Setiap organisasi yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari 
masyarakat berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan / atau 
bentuk simpanan lainnya yang dipersamakan dengan itu, harus terlebih dahulu 
memperoleh izin usaha bank dari Menteri, kecuali jika kegiatan tersebut 
merupakan ditarik dari komunitas dimasyarakat yang mengumpulkan dana 
diatur oleh Undang-undang lain. Bank dalam menyediakan pembiayaan dan 
atau melakukan segala kegiatannya harus berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai 
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Menteri memberikan 
izin Usaha Bank tersebut Setelah mendengarkan pertimbangan Bank 
Indonesia.51 
Pengaturan terkait pendirian Bank Digital Di Indonesia sedang dirancang 
oleh OJK dan Bank Indonesia, menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 
tentang Perbankan, pendirian Bank haruslah mendapatkan Izin usaha dari 
Bank Indonesia, maka dari itu wajib memenuhi persyaratan-persyaratan yang 
ditentukan oleh Bank Indonesia, terkait pendirian Bank Konvensional yang 
diatur didalam Undnag-undang nomor 10 tahun 1998 Izin pendirian Bank 
umum dan Bank Penkreditan Rakyat harus meliputi Persetujuan prinsip dan 
Izin Usaha. 
Bank Konvensional hanya dapat didirikan dan menyelenggarakan kegiatan 
usaha nya dengan izin usaha dari Dewan Gubernur Bank Indonesia, melalui 2 
tahapan pemberian izin yaitu persetujuan prinsip dan izin usaha yang diberikan 
setelah persiapan persetujuan prinsip, dengan sistematikan sebagai berikut:52 
a. Tahap Prinsip 
                                               
51 Pasal 16 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 Tentang 
Perbankan 
52 Nanang Ajim, Persyaratan Pendirian Bank, (online), 
https://www.mikirbae.com/2016/09/persyaratan-pendirian-bank.html diakses pada 21 maret 2021 
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- Terkait kepemilikan Bank, Undang-undang mengatur pendiriannya 
yaitu bahwa yang dapat mendirikan bank adalah warga Negara 
Indonesia dan/atau badan Hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki 
oleh warga Negara Indonesia dan/atau badan Hukum Indonesia, warga 
Negara Indonesia dana atau badan Hukum Indonesia dengan warga 
negara asing dana tau badan Hukum asing dapat melakukan pendirian 
namun secara kemitraan.53 
- Untuk mendapatkan izin usaha Bank sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-undang, wajib memenuhi persyaratan antara lain:54 
a. Susunan organisasi;  
b. Permodalan;  
c. Kepemilikan;  
d. Keahlian di bidang perbankan;  
e. Kelayakan rencana kerja; dan  
f. Hal-hal lain yang ditetapkan oleh menteri dengan pertimbangan 
bank indonesia. 
b. Tahap Izin Usaha 
Izin usaha yang diberikan setelah persiapan persetujuan prinsip, Izin usaha 
diajukan kepada Bank Indonesia dengan melampirakan berkas-berkas sebagai 
berikut:55 
1. Akta pendirian badan hukum, termasuk AD/ART yang telah 
disahkan oleh instansi berwenang; 
2. Data kepemilikan yaitu daftar pemegang saham atau daftar 
anggota; 
3. Daftar susunan komisaris dan direksi  
4. Susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja termasuk 
personalia;  
5. Bukti pelunasan modal disetor minimum; 
                                               
53 Pasal 22 Undang-undang nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan 
54 Pasal 16 ayat 2 Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan 
55 loc cit 
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6. Bukti kesiapan operasional; 
7. Surat pernyataan dari pemilik bank bahwa pelunasan modal 
disetor; 
8. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan 
bagi anggota komisaris; 
9. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan bagi anggota direksi;  
10. Surat pernyataan dari anggota komisaris dan direksi bahwa yang 
bersangkutan tidak memiliki hubungan kekeluargaan; 
11. Surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang bersangkutan 
baik secara sendiri ataupun bersama sama tidak memiliki saham 
melebihi 25% dari jumlah modal disetor pada suatu perusahaan 
lain;  
12. Persetujuan atau penolakan izin usaha diberikan selambat-
lambatnya 60 hari setelah dokumen permohonan diterima secara 
lengkap;  
13. Bank yang telah mendapat izin usaha dari direksi BI wajib 
melaksanakan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 hari 
terhitung sejak tanggal izin usaha dikeluarkan;  
14. Laporan kegiatan usaha wajib disampaikan oleh direksi bank 
kepada BI selambat-lambatnya 10 hari sejak tanggal dimulainya 
kegiatan operasional. 
Berdasarkan syarat pendirian bagi Bank Konvensional pada Undang-
undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbakan tersebut berbanding terbalik 
dengan Bank Digital yang sampai saat ini belum ada pengaturan pasti terkait 
syarat pendirian Bank nya, Namun saat ini OJK sudah merancang peraturan 
terkait Bank Digital dan pada draft Rancangan Peraturan tersebut OJK 
menyebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Bank Digital apabila 
ingin mengajukan Izin Usaha dan Pendirian Bank. Salah satu hal yang menjadi 
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persyaratan yaitu untuk modal pendirian Bank Digital yang baru harus memiliki 
modal minimal 10 triliu, yang menjadi pembahasan OJK saat ini.56 
Kemudian terdapat beberapa hal lain yang menjadi persyaratan bagi 
Pendirian Bank Digital yang sedang dilakukan pembahasan oleh OJK yaitu 
antara lain:57 
1. Mampu mengelola bisnis Perbankan Digital yang Prudent dan 
berkesinambungan; 
2. Paham Mitigasi dan Kapabilitas dari Manajemen Risiko untuk 
mengantisipasi berbagai risiko termasuk Cyber Crime dan lainnya; 
3. Memenuhi aspek Perlindungan Nasabah;  
4. Memenuhi Aspek tata kelola yang baik; 
5. Memiliki minimal 1 kantor pusat dan seluruh layanannya dilakukan 
secara Digital. 
Pengaturan terkait Bank Digital di Indonesia yang menjadi pembahasan 
OJK saat ini digadang-gadang akan diterbitkan sebelum semester I di tahun 
2021 namun sampai saat ini pengaturan terkait Bank digital belum juga dirilis, 
sehingga menimbulkan pertanyaan besar terkait legalitas Bank Digital yang 
sudah beroperasi di Indonesia selama ini, yang secara tidak langsung 
pendiriannya tidak didasari oleh peraturan yang jelas. 
Diluar pengaturan Pendirian Bank terdapt pengaturan Pengawasan yang 
berasal dari Bank Indonesia yang diatur oleh Undang-undang nomor 20 tahun 
1998 tentang Perbankan yaitu Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank 
sesuai dengan rasio kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, 
likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan 
usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip 
kehati-hatian. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan dan menjalankan 
kegiatan usaha lainnya sesuai dengan prinsip hukum Syariah, Bank wajib 
                                               
56 Azizah Nur Alfi, Selain modal Rp.10 Triliun, Ini Syarat Lain Pendirian Bank Digital, (online), 
https://finansial.bisnis.com/read/20210218/90/1357857/selain-modal-rp10-triliun-ini-syarat-lain-





mengadopsi cara-cara yang tidak merugikan kepentingan bank dan 
kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Untuk 
kepentingan nasabah, bank wajib memberikan informasi mengenai risiko 
kerugian yang mungkin ditimbulkan sehubungan dengan transaksi nasabah 
yang dilakukan melalui bank58 Bank wajib menyampaikan kepada Bank 
Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, 
serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh 
Bank Indonesia. Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan wajib terlebih 
dahulu diaudit oleh akuntan publik.59 
Bank yang telah memiliki izin usaha dari Menteri pada saat Undang-undang 
mulai berlaku, dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-
undang ini, Bank wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam di Undang-
undang selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak mulai 
berlakunya.60  Pengaturan-pengaturan tekait pengawasan oleh Bank Indonesia 
ini pula menjadi salah satu pedoman persyaratan pendirian dan legalitas Bank 
Digital. 
 
2. Analisis Yuridis Undang-undang Bank Indonesia nomor 23 Tahun 1999 jo 
Undang-undng Nomor 3 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 6 tahun 2009  
Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang berbentuk 
badan Hukum. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen 
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan 
Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur 
dalam Undang-undang.61 Salah satu yang menjadi kewenangan Bank 
Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank 
Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 
Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, 
lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan 
                                               
58 Pasal 29 Undang-undang nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan 
59 ibid 
60 Pasal 55 Undang-undang nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan 
61 Pasal 4 Undang-Undang nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia 
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dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan 
ekonomi.62 
Didalam pasal 8 Undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank 
Indonesia, Bank Indonesia mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan 
kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, 
mengatur dan mengawasi Bank.  Maka dari itu Bank Indonesia memiliki 
wewenang untuk mengawasi Bank Digital sebagai bentuk suatu sistem 
pembayaran dan perbankan. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran 
sistem pembayaran sebagai bentuk dari pelaksanaan tugasnya.63 Berkaitan 
dengan penyelenggaraan layanan Bank Digital Pasal 15 menentukan apabila 
dalam rangka mengendalikan serta menjaga kelancaran sistem pembayaran, 
Bank Indonesia berwenang untuk: 
a. Melakukan serta membagikan persetujuan serta izin atas 
penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Jasa sistem pembayaran 
yang bisa dilaksanakan oleh Bank Indonesia antara lain merupakan 
jasa transfer dana nilai besar. Adapun persetujuan terhadap 
penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dimaksudkan supaya 
penyelenggaraan jasa sistem pembayaran oleh pihak lain penuhi 
persyaratan, terkhusus persyaratan keamanan serta efisiensi.  
b. Mewakili penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk mengantarkan 
laporan kegiatannya. Kewajiban penyampaian laporan berlaku untuk 
setiap penyelenggaran jasa sistem pembayaran. Perihal ini 
dimaksudkan agar Bank Indonesia bisa memantau penyelenggaraan 
sistem pembayaran. Data yang diperoleh dari penyelenggaraan sistem 
pembayaran itu pula dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan tugas-
tugas Bank Indonesia.  
c. Menetapkan pemakaian perlengkapan pembayaran. Penetapan 
pemakaian perlengkapan pembayaran dimaksudkan supaya alat 
pembayaran yang digunakan oleh nasabah memenuhi persyaratan 
                                               
62 Pasal 1 angka 6 Undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia 
63 Pasal 15 Undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia 
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keamanan untuk nasabah. Dalam wewenang ini tercantum 
menghalangi pemakaian perlengkapan pembayaran tertentu dalam 
rangka prinsip kehati- hatian. 
Dalam rangka melakukan tugas pengawasan terhadap Bank Digital ini, Bank 
Indonesia berwenang menetapkan peraturan, membagikan serta mencabut 
izin atas kelembagaan serta aktivitas usaha tertentu dari Bank Digital, 
melakukan pengawasan terhadap Bank Digital, serta menggunakan sanksi 
terhadap Bank yang sesuai dengan syarat perundang-undangan. Dalam 
rangka melaksanakan tugas mengendalikan Bank tersebut, Bank Indonesia 
berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang muat prinsip 
kehati-hatian.64 
Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, Bank Indonesia 
membagikan serta mencabut izin usaha Bank, membagikan izin pembukaan, 
penutupan, serta pemindahan kantor Bank, membagikan persetujuan atas 
kepemilikan serta kepengurusan Bank, membagikan izin kepada Bank buat 
melaksanakan kegiatan- kegiatan usaha tertentu. 65 dalam hal ini perizinan 
pengoperasian Bank Digital juga berada di tangan Bank Indonesia. 
 
3. Analisis Yuridis Peraturan Bank Indonesia  
Dalam Praktik Bank Digital, Industri perbankan telah melibatkan berbagai 
penyedia jasa telekomunikasi guna menjangkau pelanan kegiatan perbankan 
elektronik, hal ini juga bisa diterapkan melalui sinergi antara perbankan 
dengan perusahaan telekomunikasi sebagai solusi Layanan keuangan Digital 
(LKD) mobile based. Layanan Keuangan Digital digagas oleh Bank Indonesia 
pada tahun 2014 yang kemudian dilakukan perubahan kedua terkait Peraturan 
Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik dengan 
diundangkannya peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang 
                                               
64 Pasal 25 Undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia  
65 Pasal 26 Undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia 
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Perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 
tentang uang elektronik.66 
LKD merupakan kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan 
yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan 
sarana dan perangkat teknologi berbasis mobile maupun berbasis web dalam 
rangka keuangan inklusif.67 Sebagai bentuk tindak lanjut dari upaya reformasi 
pengaturan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia menerbitkan PBI Nomor 
22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran yang diharapkan bisa menata 
kembali struktur industri Sistem pembayaran, dan melindungi ekosistem 
penyelenggaraan Sistem Pembayaran secara merata sejalan dengan 
pertumbuhan ekonomi serta keuangan digital. Perihal ini bertujuan buat 
mencari titik penyeimbang antara optimalisasi kesempatan inovasi dengan 
upaya memelihara stabilitas sistem keuangan serta integritas Sistem 
Pembayaran.68 
PBI Sistem Pembayaran ini akan mengganti pendekatan pengaturan 
penyelenggaraan Sistem Pembayaran dari pendekatan bersumber pada 
kelembagaan jadi pendekatan bersumber pada kegiatan serta resiko. Tidak 
hanya itu, PBI Sistem Pembayaran ini pula hendak menguatkan pengaturan 
menimpa access policy, penyelenggaraan, tercantum konsepsi sumber dana 
serta akses ke sumber dana buat pembayaran, inovasi teknologi Sistem 
Pembayaran, pengembangan infrastruktur, hingga dengan exit policy yang 
hendak didukung dengan penguatan serta penyelarasan guna serta 
kewenangan Bank Indonesia terpaut perizinan, pengawasan, dan informasi 
serta/ ataupun data yang terintegrasi. Daya guna pengaturan Sistem 
Pembayaran pula hendak ditingkatkan antara lain lewat pelaksanaan 
pendekatan pengaturan yang mengedepankan principle- based regulation 
serta optimalisasi kedudukan Self Regulatory Organization (SRO).69 
                                               
66 Parahita Nugrahastuti, Kedudukan dan Tanggung Jawab Agen Dalam Pengaturan Layanan 
Keuangan Digital, Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 
Yogyakarta, 2017, hlm 86. 
67 Pasal 1 angka 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik 
68 Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/Pbi/2020 Tentang Sistem Pembayaran 
69 loc cit 
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Terdapat beberapa Materi Pengaturan yaitu antara lain: Komponen Sistem 
Pembayaran yang terdiri atas mekanisme, infrastruktur, kelembagaan, dan 
Sumber Dana dan akses ke Sumber Dana, Penyelenggara jasa Sistem 
Pembayaran terdiri atas Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan Penyelenggara 
Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP). Penyelenggara jasa Sistem 
Pembayaran dapat melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Penunjang 
dalam mendukung penyelenggaraan Sistem Pembayaran, Tahapan 
pemrosesan transaksi pembayaran meliputi kegiatan pratransaksi, inisisasi, 
otorisasi, kliring, penyelesaian akhir, dan pascatransaksi.70 
Kewenangan BI di bidang Sistem Pembayaran meliputi:  
a. perumusan, penetapan, dan komunikasi kebijakan di bidang 
SP;  
b. penerbitan peraturan di bidang SP;  
c. penetapan akses ke penyelenggaraan SP;  
d. persetujuan dan pelaporan terhadap pengembangan aktivitas, 
pengembangan produk, dan/atau kerja sama dalam 
penyelenggaraan SP;  
e. penyelenggaraan infrastruktur SP;  
f. pengawasan dan pengenaan sanksi;  
g. pengelolaan data dan/atau informasi terkait SP; dan  
h. kewenangan lain di bidang SP yang ditetapkan BI.  
 
Kewenangan BI buat mengendalikan kriteria, mekanisme, serta 
persyaratan untuk pihak yang bisa diresmikan selaku penyelenggara. BI 
berwenang dalam menugaskan penyelenggara guna menunjang implementasi 
kebijakan BI, menunjang implementasi proses perizinan, persetujuan, serta 
pengawasan, menyusun serta menerbitkan pengaturan di bidang sistem 
pembayaran yang bertabiat teknis serta mikro bersumber pada persetujuan BI 
dan menyusun serta mengelola standar yang diresmikan oleh BI. Kegiatan PJP, 
PIP, serta Penyelenggara Penunjang meliputi kegiatan PJP yaitu penyediaan 




data Sumber Dana, payment initiation dan/atau acquiring services, 
penatausahaan Sumber Dana, dan/ atau layanan remitansi. ada pula kegiatan 
PIP yang meliputi kliring dan/atau penyelesaian akhir untuk kepentingan 
anggota PIP, kemudian kegiatan Penyelenggara Penunjang dalam pemrosesan 
transaksi pembayaran ialah antara lain penyediaan teknologi guna pemrosesan 
transaksi pembayaran serta penyediaan layanan penunjang aktivitas 
penyelenggaraan sistem pembayaran yang lain.71 
Ketentuan BI tentang penyelenggaraan sistem pembayaran mencakup 
penggunaan metode pengawasan berbasis risiko dan / atau kepatuhan untuk 
mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran. Yang menjadi Objek 
pengawasan antara lain PJP, PIP, maupun pihak yang bekerja sama melalui 
pengawasan dan infrastruktur sistem pembayaran yang dioperasikan oleh BI 
yang melakukan pengawasan yang berbentuk pengawasan langsung dan tidak 
langsung, pengawasan BI juga memperhatikan klasifikasi PJP dan PIP yaitu 
Pengawasan menyeluruh terhadap perusahaan induk, anak perusahaan dan / 
atau pihak terkait lainnya, BI berwenang untuk memberikan sanksi 
administratif kepada PJP dan / atau PIP.72 
 
4. Analisis Yuridis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
Dalam menghadapi perkembangan teknologi khususnya dibidang 
perbankan OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Keuangan Nomor 12 
/Pojk.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh 
Bank Umum sebagai bentuk payung Hukum terhadap badan Hukum atau 
Instansi yang mulai menggunakan uang elektronik atau operasional berbentuk 
digital.  
Selaku peraturan yang digunakan sebagai payung Hukum aktivitas 
perbanka digital POJK ini jadi sumber pengaturan pula untuk Bank Digital, 
sehingga terpaut permohonan pengajuan Bank Digital harus memuat rencana 
penerbitan Layanan Perbankan Elektronik dalam rencana bisnis Bank, Bank 
                                               




Digial harus mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, Buat 
mendapatkan persetujuan OJK Bank harus mengajukan permohonan 
persetujuan Layanan Perbankan Elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan, 
Permohonan persetujuan Layanan Perbankan Elektronik harus dilengkapi 
dengan dokumen berupa bukti kesiapan untuk menyelenggarakan Layanan 
Perbankan Elektronik yang paling sedikit memuat: 73 
1. struktur organisasi yang mendukung termasuk pengawasan dari pihak 
manajemen;  
2. kebijakan, sistem, prosedur, dan kewenangan dalam penerbitan 
produk Layanan Perbankan Elektronik;  
3. kesiapan infrastruktur Teknologi Informasi untuk mendukung produk 
Layanan Perbankan Elektronik;  
4. hasil analisis dan identifikasi risiko yang melekat pada produk Layanan 
Perbankan Elektronik;  
5. kesiapan penerapan manajemen risiko khususnya pengendalian 
pengamanan (security control) untuk memastikan terpenuhinya prinsip 
kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), keaslian 
(authentication), tidak dapat diingkari (nonrepudiation), dan 
ketersediaan (availability);  
6. hasil analisis aspek hukum;  
7. uraian sistem informasi akuntansi; dan  
8. program perlindungan dan edukasi nasabah;  
Hasil analisis bisnis terkait proyeksi produk Layanan Perbankan Elektronik 
baru yang diterbitkan pada periode 1(satu) tahun mendatang, serta dokumen 
pendukung lain yang dibutuhkan. Penyampaian permohonan persetujuan OJK 
wajib dilengkapi dengan hasil pengecekan dari pihak independen untuk 
memberikan pendapat atas ciri produk serta pengamanan sistem Teknologi 
Data terkait produk dan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan 
di Indonesia, serta/ ataupun aplikasi ataupun standar yang berlaku secara 
                                               
73 Pasal 5 Peraturan Otoritas Keuangan Nomor 12 /Pojk.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan 
Perbankan Digital Oleh Bank Umum 
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nasional ataupun internasional. Permohonan persetujuan Layanan Perbankan 
Elektronik wajib diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 
2 bulan saat sebelum implementasi. Penyelenggaraan Teknologi informasi 
aktivitas Layanan Perbankan Elektronik yang dilakukan oleh pihak penyedia 
jasa Teknologi Data, tunduk pada peraturan sebagaimana diatur dalam syarat 
Otoritas Jasa Keuanganterkait pelaksanaan manajemen resiko dalam 
pemakaian teknologi informasi Bank, Bank harus memenuhi ketentuan 
peraturan perundang- undangan Otoritas Jasa Keuangan serta/ ataupun 
otoritas terkait.74 
Saat ini OJK sedang menyusun draft pengaturan terkait kegiatan 
Perbankan yang secara spesifik untuk Bank yang melaksanakan seluruh 
kegiatan operasional perbankannya secara Digital, terdapat penjelasan Ayat 1 
pasal 18 terkait kata "secara digital" yakni model bisnis bank Berbadan Hukum 
Indonesia (BHI) yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha 
utamanya melalui saluran elektronik serta dengan keberadaan kantor fisik 
yang terbatas (minimal) atau tanpa kantor fisik. sedangkan pada pasal 2 
disebutkan pula bahwa Bank BHI yang menjalankan kegiatan usaha secara 
digital wajib memiliki setidak-tidaknya 1 Kantor yang berfungsi sebagai kantor 
pusat sehingga bank Digital yang akan direstui OJK beroperasi tanpa kantor 
cabang.75 
 
B. Analisi Perbandingan Pengaturan Bank Digital di Negara Lain 
sebagai Role Model Bank Digital di Indonesia 
Tiongkok  
DiTiongkok perkembangan keuangan eletronik muncul pada pertengahan 
dekade terakhir, namun demikian banyak faktor yang mendorong 
berkembangnya keuangan Digital menjadi pesat di Tiongkok antara lain 
dorongan dari inovasi teknologi, peningkatan penggunaan perangkat digital 
                                               
74 ibid 
75 Tahir Saleh, Bank Digital Bakal Diatur OJK, Boleh Tanpa Kantor cabang Fisik   
https://www.cnbcindonesia.com/market/20210107122532-17-214149/wah-bank-digital-bakal-iatur-ojk-
boleh-tanpa-kacab-fisik diakses 23 februari 2021 
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dan perilaku konsumen, ledakan pertumbuhan penyedia keuangan elektronik 
juga didukung tegas oleh pemerintah Tiongkok dengan tujuan meningkatkan 
inkluasi keuangan melalui keuangan digital. 76 
Selaku salah satu negeri dengan perekonomian terkuat di dunia, Tiongkok 
memiliki kedudukan berarti dalam pertumbuhan bisnis keuangan digital. 
Walaupun Tiongkok terlambat dalam merespon pertumbuhan jasa keuangan 
(Digital Financial Services-DFS) serta Fintech dibanding dengan negera lain, 
tetapi dalam 5 tahun terakhir Tiongkok sudah berganti jadi salah satu pusat 
DFS serta Fintech di dunia. Salah satu aspek pendukung tumbuh pesatnya 
zona ini merupakan terdapatnya kebijakan Pemerintah Tiongkok buat 
tingkatkan inklusi keuangan (financial inclusion) lewat digital keuangan (digital 
finance) guna menunjang pertumbuhan serta mendesak inovasi yang lebih 
besar. Signifikansi keuangan digital guna menggapai inklusi keuangan secara 
optimal secara tegas didukung oleh Pemerintah Tiongkok.77 
Terkait dengan pengaturan keuangan Digital Pemerintah Tiongkok 
melaksanakan pendekatan yang berbeda dengan kawasan/ negera lain, 
seperti Hong Kong serta Singapore yang tidak mengendalikan secara khusus 
kegiatan bisnis Keuangan Digitalnya. Pemerintah Tiongkok, di samping 
mendukung serta mempromosikan pertumbuhan keuangan digital, juga 
membuat kerangka peraturan (a regulatory framework) buat mengawasi 
kegiatan DFS atau LKD guna membenarkan terbentuknya perkembangan yang 
sehat. Pendekatan ini dilakukan agar terciptanya penyeimbang antara 
kebutuhan terhadap inovasi, perkembangan ekonomi serta tercapainya 
stabilitas keuangan.78 
Saat sebelum tahun 2015, regulator perbankan di Tiongkok sudah 
memberlakukan bermacam tipe peraturan keuangan digital, semacam internet 
payment serta third- party payment services.79 Salah satu bentuk regulasi yang 
                                               
76 Zhou Weihuan Dauglas W. Armer & Ross P. Buckley, ‘Regulation of Digital Financial Services in 
China: Last Mover Advantage’, Tsinghua China Law Review, Vol. 8 nomor 1, 2015. 
77 Dauglas W. Arner & Janos Barberis, ‘FinTech in China: from the Shadows’, The Journal of 





dikeluarkan pemerintah adalah “The Banking Act of The Republic of China” 
pada tahun 1931 yang diamandemen pada 17 april 2019 yang mengatur 
tentang perbankan dan sistem keuangan negaranya, serta “The Act Governing 
Electronic Payment Institution” tahun 2015 yang mengatur tentang Lembaga 
pembayaran elektronik di Tiongkok.  
Pada “The Act Governing Electronic Payment Institution” tahun 2015 diatur 
bahwa yang dapat menjalankan bisnis layanan elektronik adalah Lembaga 
yang sudah mendapatkan izin oleh otoritas yang berwenang atas penerimaan 
dan pembayaran yang diproses oleh industri tertentu.80 salah satunya adalah 
Bank Digital. Terdapat beberapa Pengaturan terkait Bank Digital dan 
pembiayaan layanan Elektronik Tiongkok yang dapat diadopsi oleh Indonesia, 
Pengaturan-pengaturan terkait persyaratakan Pendirian dan Pengoperasian 
yang diatur diTiongkok ini cukup detail dan terperinci sehingga memudahkan 
Pengaturan dan pengawasan pengoperasian Bank Digital, berikut beberapa 
pengaturan yang dapat di Adopsi oleh Indonesia. 
 
a. Modal  
Lembaga pembayaran elektronik dalam hal ini Bank digital harus memiliki 
modal disetor minimum NT $ 500 juta, atau NT $ 100 juta dan wajib 
menjalankan bisnis berdasarkan ketentuan pada “The Act Governing Electronic 
Payment Institution” tahun 2015.81 dan apabila tidak dapat memenuhi modal 
minimum tersebut otoritas yang berwenang akan memberikan jangka waktu 
tertentu untuk penambahan modal minimum tersebut dan memerintahkan 
penutupan apabila tidak dapat memenuhi penambahan modal minimum. 
 
b. Persyaratan permohonan 
Terdapat beberapa dokumen yang harus diserahkan Bank untuk 
mengajukan permohonan persetujuan kepada otoritas yang berwenang, 
dokumen-dokumen tersebut antara lain: 
                                               
80 Pasal 2 The Act Governing Electronic Payment Institution 
81 pasal 7 The Act Governing Electronic Payment Institution 
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1. Formulir aplikasi.  
2. daftar nama promotor atau direktur dan pengawas, serta dokumen 
bukti;  
3. Risalah rapat promotor atau rapat direksi;  
4. Penjelasan tentang sumber dana;  
5. Anggaran dasar;  
6. Rencana bisnis yang menguraikan ruang lingkup bisnis, prinsip dan 
arah operasi bisnis serta metode pelaksanaan aktual, prospek pasar, 
analisis risiko dan manfaat, dan penilaian anggaran bersertifikasi CPA 
yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sistem informasi dan operasi 
bisnis yang tepat dalam lima tahun ke depan;  
7. Informasi pribadi dari manajer umum atau manajer umum yang 
ditunjuk;  
8. pedoman bisnis internal dan prosedur bisnis;  
9. Perjanjian antara pihak-pihak terkait yang terlibat dalam bisnis 
pembayaran elektronik mengenai hak dan kewajiban masing-masing;  
10. Deskripsi sistem informasi dan operasi manajemen keamanan yang 
akan diadopsi untuk bisnis pembayaran elektronik;  
11. Penjelasan mekanisme kliring dan penyelesaian transaksi bisnis 
lembaga pembayaran elektronik bersertifikat CPA;  
12. Deskripsi mekanisme pengamanan bersertifikat CPA untuk dana yang 
diterima dari pengguna dan perjanjian kepercayaan, perjanjian 
jaminan kinerja; dan  
13. Dokumen lain yang dipersyaratkan oleh otoritas yang berwenang. 
Pedoman bisnis internal sebagaimana berikut:  
a. Struktur organisasi dan tanggung jawab departemen;  
b. Alokasi personel, manajemen dan pelatihan;  
c. Sistem pengendalian internal dan sistem audit internal;  
d. Prosedur anti pencucian uang;  
e. Mekanisme verifikasi identifikasi pengguna;  
f. Sistem akuntansi;  
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g. Prinsip dan kebijakan bisnis;  
h. Tindakan perlindungan konsumen dan prosedur penanganan 
perselisihan;  
i. Manual operasional dan pembagian tanggung jawab; dan 
j. Item lain seperti yang dipersyaratkan oleh otoritas yang kompeten  
 
c. Pembatasan transaksi 
Otoritas yang berwenang membatasi jumlah transaksi yang dilakukan Bank 
digital dan terkait jumlah batas akan ditentukan oleh otoritas yang berwenang 
dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Bank Sentral.82 ketentuan ini 
dilakukan guna menghindari terjadinya ketidak seimbangan modal minimum 
yang sudah disyaratkan oleh otoritas berwenang.  
 
d. Lembaga yang berwenang 
Otoritas yang berwenang merupakan Lembaga yang dibentuk negara 
sebagai Komisi Pengawas Keuangan.83 lembaga ini bertugas melakukan 
pengawasan serta pengaturan terkait keuangan baik secara perbankan 
maupun sistem keuangan negara. 
 
e. ketentuan-ketentuan 
Lembaga pembayaran elektronik atau Bank digital Tiongkok tidak boleh 
menarik ataupun menginstruksikan bank tempat dia membuka rekening 
simpanan untuk menarik dana yang diterima dari nasabah kecuali dalam hal 
keadaan berikut:84  
1. Transfer dana cocok dengan instruksi pembayaran nasabah 
2. Nasabah menarik dana dari akun pembayaran elektroniknya 
3. Memanfaatkan dana yang diterima dari nasabah yang disetujui oleh     
otoritas berwenang. 
                                               
82 Pasal 15 “The Act Governing Electronic Payment Institution” tahun 2015 
83 Pasal 19 “The Banking Act of The Republic of China” 
84 Pasal 21 “The Act Governing Electronic Payment Institution” tahun 2015 
 
 62 
Bank Digital wajib membentuk mekanisme verifikasi bukti diri nasabah 
untuk memverifikasi bukti diri nasabah ketika mereka mendaftar serta 
menyimpan informasi yang diperoleh dalam proses identifikasi nasabah. Syarat 
itu berlaku ketika nasabah mengganti informasi identitasnya. Jangka waktu 
penyimpanan bagi informasi yang diperoleh dalam proses identifikasi nasabah 
paling tidak 5 tahun setelah penghentian ataupun penutupan akun 
pembayaran elektronik nasabah pada Bank digital. Peraturan yang 
mengendalikan metode pembuatan serta proses mekanisme verifikasi bukti 
diri pengguna sebagaimana diatur dalam “The Act Governing Electronic 
Payment Institution” tahun 2015, pengelolaannya, ruang lingkup informasi 
yang hendak diperoleh dalam proses identifikasi nasabah, serta hal- hal terkait 
yang lain wajib diresmikan oleh otoritas yang berwenang. Otoritas yang 
berwenang menetapkan mekanisme guna menanyakan, mencocokkan, 
mengautentikasi, ataupun memverifikasi data bukti diri guna memfasilitasi 
verifikasi bukti diri pengguna oleh Bank digital.85 
Bank Digital akan mengajukan laporan terkait kegiatan layanan 
elektroniknya yang sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang serta 
Bank Sentral. Bank digital juga secara berkala harus melakukan agenda rinci 
pembedahan akunnya guna mengecek setoran, transfer, penarikan, serta 
pemakaian dana yang diterima dari nasabah.86 Ketentuan yang mengendalikan 
manajemen layanan elektronik, pembedahan dari lembaga pembayaran 
elektronik, manajemen naasabah, metode untuk pengguna yang berisi 
instruksi pembayaran, outlet bisnis, pembedahan outsourcing, pembatasan 
investasi, persetujuan bisnis dan pembedahan keuangan yang signifikan, 
pelaporan serta hal- hal kepatuhan yang lain wajib diatur. didetetapkan oleh 
otoritas yang berwenang dengan pertimbangan Bank Sentral.87 
 
C. Analisis Konseptualisasi Pengaturan Bank Digital di Indonesia 
                                               
85 Pasal 24 “The Act Governing Electronic Payment Institution” tahun 2015 
86 Pasal 31 “The Act Governing Electronic Payment Institution” tahun 2015 




Walaupun belum ada model Bank digital murni yang tersedia di Indonesia, 
namun hampir bisa dipastikan keberadaan Bank Digital sudah menjadi 
pembahasan panas yang akan memberikan warna dan membawa implikasi 
pada layanan elektronik jasa keuangan dan para pihak diindonesia, kesadaran 
para pihak didalam negeri akan Bank digital yang berpeluang besar 
menyokong kemajuan perekonomian Indonesia mebuat mereka beramai-
ramai mulai membentuk Bank Digital. Maka dari itu perlu adanya pengaturan 
terkait Bank Digital murni sebagai dasar pembentukan dan pengoperasian 
yang baik tanpa mengenyampingkan pengaturan lain guna mendukung 
pelaksanaan sistem keuangan Digital yang tertata. 
Pada dasarnya Bank Digital tidak berbeda jauh dengan Bank Konvensional 
yang ada di Indonesia, banyak persamaan yang cukup signifikan antara bentuk 
perbankan yang dijalankan oleh Bank Digital dan Bank Konvensional, Bahkan 
secara produk Bank Digital memiliki produk-produk yang sama seperti Bank 
Konvensional, mulai dari pembukaan rekening hingga transaksi-transaksi lain 
yang dimiliki Bank Konvensional juga dimiliki oleh Bank Digital sedangkan letak 
perbedaan yang menonjol hanya pada model operasional layanan 
perbankannya saja. 
Pada tahun 2020, sudah banyak Bank Digital yang beroperasi dan 
menyelenggarakan perbankannya melalui elektronik dan sudah mengikat 
ratusan bahkan ribuan pengguna. yang menjalin kontrak perjanjian Bank dan 
Nasabah tanpa pengaturan yang konkret, Sejauh ini Bank Digital yang sudah 
ada beroperasi dan menyelenggarakan Perbankan digitalnya berdasarkan 
Pengaturan-pengaturan yang mirip dengan konsep Bank Digital namun tidak 
signifikan pengaturan tentang Bank Digital Murni, Seperti Undang-undang 
Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan POJK Nomor 12 /Pojk.03/2018 
Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum. 
Selain itu bentuk Pengaturan Bank Digital diIndonesia saat ini dukung pula 
oleh keterkaitan dengan beberapa peraturan yang berlaku dari BI. Adapun 
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beberapa peraturan di Indonesia yang mengatur terkait praktik Layanan 
Keuangan Digital secara rinci yaitu:88 
1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan 
Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank 
Umum;  
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/ PBI/2016 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/ PBI/2009 tentang 
Uang Elektronik;  
3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tentang 
Penyelenggaraan Uang Elektronik;  
4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/12/DPAU tentang 
Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital dalam Rangka Mendukung 
Keuangan Inklusif Melalui Agen Layanan Keuangan Digital Individu. 
Selain pengaturan dari BI Bank digital tentu diatur oleh OJK selaku 
Otoritas yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk mengawasi 
Sistem Keuangan termasuk Keuangan dengan layanan Elektronik. OJK 
mengeluarkan Peraturan Otoritas Keuangan Nomor 12 /Pojk.03/2018 
Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum 
sebagai bentuk payung Hukum dimana POJK ini diharapkan dapat menjadi 
pedoman sepanjang belum ada pengaturan terkait Bank Digital murni. 
Pada Pasal 9 POJK Nomor 12 /Pojk.03/2018 Tentang Penyelenggaraan 
Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum mengatakan bahwa Bagi 
Bank yang menyelenggarakan Layanan elektronik wajib memenuhi fungsi 
yang bertugas:89 
1. Menyusun kebijakan, standar, prosedur penyelenggaraan Layanan 
perbankan Digital; 
                                               
88 Khanan, “Aspek Yuridis Keberadaan Agen dalam Model Branchless Banking di Sistem 
Perbankan Indonesia”, Private Law, Edisi No.1 Vol. IV, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 
2016, hlm 16. 
89 Pasal 9 Peraturan Otoritas Keuangan Nomor 12 /Pojk.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan 
Perbankan Digital Oleh Bank Umum 
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2. Menyesuaikan Penyelenggaraan layanan Digital dengan Rencana 
Strategis kegiatan usaha Bank; 
3. Memantau pelaksanaan kemitraan dan kerja sama dalam layanan 
perbankanDigital; 
4. memantau data transaksi; 
5. menjamin efektifitas cara-cara yang digunakan dalam dalam 
menyelenggarakan layanan perbankan digital; 
6. memantau segala bentuk permasalahan dan kendala yang timbul dari 
penyelenggaraan; 
7. menjamin kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Bank. 
Peraturan terkait Izin Usaha Penyelenggraan Layanan Elektronik 
Perbankan terdapat pada POJK Nomor 12 /Pojk.03/2018 Tentang 
Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum atas dasar 
Permohonan Persetujuan dari OJK, pada pasal 5 POJK tersebut menyebutkan 
Tata cara Permohonan Persetujuan kepada OJK yang harus dipenuhi oleh 
Bank. Permohonan persetujuan atau izin usaha Layanan Elektronik Perbankan 
tidak serta merta dapat dimohonkan apabila Bank tidak memenuhi ketentuan 
utama Pendirian atau penyelenggaraan Layanan Elekronik Perbankan seperti 
yang tertera pada pasal 9 POJK ini. 
Sehubungan dengan Izin Usaha Bank wajib memenuhi persyaratan 
perizinan Bank yang diatur pada pasal 16 Undang-undang Nomor 10 tahun 
1998 Tentang Perbankan yaitu untuk memperoleh Izin Usaha Bank dengan 
mengajukan perizinan sesuai dengan yang diatur oleh Bank Indonesia dan 
memenuhi sekurang-kurang tentang susunan Organisasi dan kepengurusan, 
permodalan, kepemilikikan, keahlian di bidang perbankan dan kelayakan 
rencana kerja.90  
 
Saat ini Otoritas Jasa Keuangan sedang Merancang dan akan segera 
menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Digital, 
Peraturan terkait Bank Digital ini mengatur Bank Digital secara menyeluruh 
                                               
90 Pasal 16 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan 
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terkait Persyaratan, perizinan, pelaksanaan, Sanksi dan lain sebagainya 
dengan tetap sejalan dengan Peraturan Perundang-undangan lain lebih tinggi 
dan selaras menyesuaikan dengan kebutuhan. Pengaturan terkait Bank Digital 
yang sedang dirancang oleh OJK ini mengatur pula terkait bank yang sudah 
eksis bertransformasi menjadi Bank Digital. berdasarkan penjelasan diatas 
maka apabila gagasan atau konsep pengaturan Bank Digital diIndonesia 
dituangkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan, perlu 
memperhatikan aspek formil dan meteril suatu perundang-undangan, perlu 
memperhatikan kejelasan maksud dan pencapaian tujuan dengan tetap 
memperhatikan asas-asas peraturan perundang-undangan yang baik. 
 
 
D. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan 
pengawasan terhadap Bank Digital di Indonesia 
 
1. Bentuk Pengaturan mengenai Kewenangan OJK dalam Pengawasan Bank 
Digital 
Sebagai lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan 
wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK, OJK diharapkan dapat 
mencapai tujuan yaitu keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor 
jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, 
serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara 
berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan 
masyarakat. 
Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat 
mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga 
meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu OJK juga diharapkan 
mampu menjaga kepentingan nasional yang meliputi sumber daya manusia, 
pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan 
tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi 
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dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, 
akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran.91 
Didalam pasal 6 Undang-undang OJK mengatakan bahwa terdapat 3 aspek 
pengaturan dan pengawasan yang menjadi tugas OJK yaitu:92 
a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; 
b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan  
c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, 
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. 
Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor 
Perbankan OJK mempunyai wewenang pengaturan dan pengawasan 
mengenai kelembagaan bank seperti perizinan untuk pendirian bank, 
pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, 
kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi 
bank, serta pencabutan izin usaha bank, serta kegiatan usaha bank, antara 
lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang 
jasa. OJK juga berwenang dalam pengaturan dan pengawasan mengenai 
kesehatan bank antara lain likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, 
rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio 
pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank, laporan bank yang 
terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, 
pengujian kredit (credit testing) serta standar akuntansi bank. Kemudian OJK 
juga berewenang melakukan pengaturan dan pengawasan mengenai aspek 
kehatihatian bank seperti manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip 
mengenal nasabah dan anti pencucian uang dan pencegahan pembiayaan 
terorisme dan kejahatan perbankan, OJK berwenang pula dalam hal 
melakukan pemeriksaan Bank.93 
2. Bentuk Pengawasan (onsite dan offsite Supervision) 
                                               
91 https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx diakses 13 februari 2020 
92 Pasal 6 Undang-undang nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan  
93 Pasal 7 Undang-undang nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan 
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Kewenangan dalam bentuk pengawasan OJK terbagi menjadi 2 bentuk yaitu 
antara lain:94 
a. Pengawasaan secara langsung (on-site supervision) 
yaitu pemeriksaan umum dan khusus yang bertujuan guna 
mendapatkan gambaran terkait keadaan keuangan Bank dan guna 
memantau tingkat kepatuhan Bank terhadap peraturan yang berlaku 
dan untuk mengetahui apakah terdapat Praktik yang tidak sehat yang 
dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank dan merugikan 
beberapa pihak. 
b. Pengawasan secara tidak Langsung (off-site supervision) 
yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala 
yang disampaikan Bank, Laporan dari hasil pemeriksaan dan informasi 
lainnya. Dan dalam pelaksanaannya apabila dibutuhkan OJK dapat 
melakukan pemeriksaan kepada bank termasuk pula Pihak laim yang 
meliputi perusahaan induk, perusahaan anak, pihak-pihak yang 
berkaitan, pihak terafiliasi, dan debitur Bank. OJK juga dapat 
memerintahkan pihak lain guntuk dan atas nama OJK dalam hal 
melakukan tuga pengawasan. 
Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 Undang-undang 21 Tahun 2011, yang terbagi menjadi on-site 
dan off-site supervision tersebut OJK menetapkan ketentuan pelaksanaan 
undang-undang OJK, merumuskan peraturan perundang-undangan di bidang 
jasa keuangan, merumuskan peraturan dan keputusan OJK, dan merumuskan 
ketentuan terkait pengawasan industri jasa keuangan, Melaksanakan 
kebijakan OJK, menyusun ketentuan tata cara penetapan perintah tertulis 
lembaga jasa keuangan dan kelompok tertentu, merumuskan ketentuan tata 
cara penetapan penyelenggara hukum lembaga jasa keuangan, dan 
membentuk struktur organisasi dan infrastruktur, aset dan kewajiban 
Pengelolaan, pemeliharaan dan pengelolaan, serta rumusan prosedur sanksi 
                                               
94 Ryan Kiryanto, Menimbang Dengan Seksama Lembaga Pengawas Perbankan, Bank dan Manajemen, 
Pengawasan Bank di Masa Datang, 20110, hlm 9. 
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yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
industri jasa keuangan.95 
Kemudian terdapat beberapa kewenangan OJK yang mendukung 
pelaksanaan tugas dan fungsinya, antara lain merumuskan kebijakan 
operasional untuk mengawasi kegiatan jasa keuangan, mengawasi 
pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan, melakukan 
pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan 
pelayanan penargetan. organisasi Lembaga keuangan, peserta dan / atau 
pendukung kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan 
perundang-undangan di industri jasa keuangan bergerak lainnya, wajib 
memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan / atau 
kelompok tertentu untuk menunjuk regulator guna menetapkan peraturan, 
menetapkan sanksi administratif bagi pihak yang melanggar peraturan 
perundang-undangan di bidang jasa keuangan, serta berwenang memberikan 
dan/atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan 
pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, 
pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran serta penetapan lain, 
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa 
keuangan.96 
 
3. Ketentuan Sanksi  
Pemberian sanksi kepada bank dilakukan berdasarkan hasil 
pemeriksaan berkala yang dilakukan OJK. Jika Bank terbukti tidak berhati-hati 
dalam menyalurkan kredit, salah satunya dengan memberikan pembiayaan 
ganda kepada nasabah yang telah mendapatkan kredit dari bank lain, maka 
peringkat kesehatan bank akan menurun. Dalam proses pemeriksaan terhadap 
bank, OJK meneliti seluruh proses bisnis yang dilakukan bank, mulai dari 
analisa kredit, pengikatan agunan, mekanisme restrukturisasi, hingga 
                                               
95 Pasal 8 Undang-undang nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan 
 
96 Pasal 9 Undang-undang nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan 
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pelelangan agunan.97 pemeriksaan tersebut memiliki tujuan agar OJK dapat 
menilai tingkat kesehatan Bank serta memastikan aspek Perlindungan kepada 
nasabah Bank. OJK juga menghindari segala bentuk risiko meningkatnya rasio 
kredit bermasalah apabila Bank-bank menyalurkan kredit yang berlebihan 
epada nasabah tanpa memperhatikan kemampuan nasabah dalam hal 
pembayaran. 
OJK berwenang memberikan Sanksi pada seluruh Bank yang 
menjalankan kegiatan usaha nya dilingkup wilayah Negara Republik Indonesia 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undnagan yang berlaku di 
Indonesia, hal tesbut berlaku pula bagi Bank Asing yang walaupun tidak 
berstatus Badan Hukum Indonesia Bank asing juga harus tunduk pada 
ketentuan yang berlaku di Indonesia. hal ini selaras dengan yang dikatakan 
oleh Sudikno Mertokusumi yaitu Undang-undnag berlaku bagi setiap orang 
yang berada didalam wilayah negara tanpa membedakan status 
kewarganegaraannya atau dengan kata lain disebut asa territorial.98 
OJK Dalam memberikan serta menjatuhkan Sanksi sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sanksi 
yang dapat diberikan dan dijatuhkan oleh OJK yaitu:99 
1. Sanksi Administratif yang berupa Denda  
OJK hanya dapat memberikan Sanksi berupa Sanksi Administratif, 
dalam hal Bank melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
dan ketentuan oleh OJK Bank dapat dikenakan Denda. Denda tersebut 
dibayar kepada OJK melalui penyetoran ke rekening OJK atau dengan 
cara lain yang ditentukan oleh OJK.  
2. Sanksi Administratif Bentuk lain 
Selain Sanksi Administratif dalam bentuk Denda, OJK juga dapat 
mengenakan Sanksi administrative dalam bentuk lain yaitu antara lain: 
                                               
97 Saeno, Pembiayaan Ganda; ojk Siapkan Sanksi untuk Bank Pemberi Kredit, 
https://finansial.bisnis.com/read/20150109/90/389415/pembiayaan-ganda-ojk-siapkan-sanksi-untuk-
bank-pemberi-kredit diakses pada 23 maret 2021. 
98 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm 97-98. 
99 Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /Pojk.03/2018 Tentang Penyelenggaraan 
Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum 
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a. Teguran Tertulis OJK  
OJK dapat memberikan Sanksi admistratif berupa Teguran Tertulis 
yang ditunjukkan kepada Bank yang melakukan pelanggaran. Teguran 
ini diberikan pada pelanggaran-pelanggaran yang masih dibatas 
pelanggaran ringan dengan tujuan agar Bank segera memperbaiki 
kesalahannya, teguran ini juga dapat dikualifikasikan sebagai salah 
satu bentuk OJK menjalankan wewenangnya dalam memberikan 
Pembinaan. 
b. Pembekuan Kegiatan Usaha Tertentu 
Dalam hal Bank melakukan kegiatan Usaha yang dilarang oleh 
peraturan dan ketentuan yang berlaku maka OJK berhak memberikan 
Sanksi ini. 
c. Pencabutan Izin Usaha 
Sanksi ini diberikan oleh OJK terhadap Bank yang dianggap tidak dapat 
diBina kembali, Bank yang dianggap berpotensi merugikan negara dan 
tidak lagi ikut serta dalam mendukung Pembangunan Naasional Maka 
OJK dapat langsung Mencabut Izin Usaha yag diberikan kepasa Bank. 
Dalam memberikan Sanksi, OJK memiliki kewenangan yang mutlak 
sebagai Pengawas da Pemberi regulasi terhadap Perbankan Indonesia, OJK 
berwenang memerintahkan Bank Umum untuk segera menghentikan 
Transaksi yang patut diduga merupakan Tindak Pidana sesuai dengan 
ketentuan pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A Undang-undang Nomor 
10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. 
 
2) Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam hal terjadinya Fraud dalam 
Layanan Elektronik Bank Digital  
 
A. Akibat Hukum dalam terjadinya Fraud dalam Layanan Elektronik 
Bank Digital bagi Nasabah 
Aktivitas elektronik pada Bank Digital memicu tantangan baru dengan 
munculnya berbagai tindak kriminal berbasis siber (cyber crime) oleh pihak-
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pihak yang berusaha mengeksploitasi kelemahan sistem dan kesadaran 
pengguna terhadap Sistem Informasi, salah satu bentuk cyber crime yang 
terdapat pada kegiatan elektronik adalah Fraud. Fraud ataupun kecurangan 
ialah penipuan yang terencana yang dilakukan oleh seorang ataupun 
sekelompok orang sehingga memunculkan kerugian yang tanpa disadari oleh 
pihak yang dirugikan tersebut serta membagikan keuntungan untuk pelaku 
kecurangan.  Terdapat 3 faktor utama yang memicu terjadinya kecurangan 
kecurangan yaitu adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan, adanya 
kesempatan yang bisa dimanfaatkan serta adanya pembenaran terhadap 
tindakan tersebut.100 
Tindak pidana fraud tersebut dapat menimbulkan kerugian finansial dalam 
jumlah yang sangat besar sebagai akibat langsung dari penggunaan sarana 
atau perangkat telekomunikasi dan teknologi informasi yang tidak 
bertanggung jawab dan terkadang sulit dilacak keberadaannya. Misalnya 
dalam kegiatan lalu lintas keuangan dalam dunia perbankan, rahasia dan 
keamanan negara serta di bidang-bidang vital lainnya. Di samping kerugian 
finansial, ada kepentingan lain yang perlu mendapat pengamanan dari 
kemungkinan adanya tindak pidana tersebut, misalnya data pribadi nasabah, 
data ilmu pengetahuan, data keamanan negara dan rahasia yang menyangkut 
administrasi Pemerintah dan dokumen-dokumen penting.101 
Perlindungan terhadap debitur yang mengalami kerugian akibat fraud pada 
layanan elektronik bank digital merupakan salah satu permasalahan yang 
sampai saat ini belum mendapatkan tempat yang baik di dalam sistem 
perbankan nasional.102 Seringkali terjadi dalam kenyataan, debitur selalu 
dianggap lemah atau pada posisi yang kurang diuntungkan apabila terjadi 
kasus-kasus perselisihan antara bank dengan nasabahnya, sehingga debitur 
                                               
100 Jerry L. Turner, Theodore J. Mock, dan Rajendra P. Srivasta, “An Analysis of the Fraud Triangle”, 
Research Roundtable 3, The University of Memphis incorporated with University of Southern California 
dan University of Kansas, 2003, hlm 16. 
101 Abdul Halim Barkatullah, Hukum Transaksi Elektronik diIndonesia (Sebagai Pedoman dalam 
Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia), Penerbit Nusa Media, Bandung 2017 
hlm 18 
102 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Penerbit Kencana Prenada Media Group, 
Jakarta 2000, hlm 130. 
 
 73 
dirugikan. Sulitnya pembuktian dan penggunaan aturan penegakan hukum 
yang masih biasa terhadap perkara yang berunsur internet dalam dunia 
perbankan semakin menyudutkan debitur dalam menuntut pertanggung 
jawaban atas kerugian yang dialaminya.103 
 
B. Perlindungan Hukum Preventif (Undang-Undang Dan Perjanjian) 
Perlindungan terhadap nasabah dan/atau debitur atas penyelenggaraan 
layanan elektronik oleh Bank digital dapat dilakukan dengan menghindari atau 
menanggulangi keadaan yang tidak diharapkan nantinya (yang akan datang) 
oleh nasabah melalui peraturan perundang-undangan, perlindungan ini 
dikenal dengan perlindungan preventif.104 Terdapat beberapa peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tentang Perlindungan nasabah yang 
sifatnya preventif secara umum seperti yang diatur dalam Undang- Undang 
No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan OJK No.12/POJK.03/2018 
Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum. 
Perlindungan hukum yang diberikan oleh Bank digital terhadap layanan 
elektroniknya jika dilihat berdasarkan UU Perbankan antara lain adalah 
Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian 
debitur akibat adanya fraud terkait layanan Bank Digital, yang dimaksudkan 
agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi 
bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi 
terkait kegiatan layanan elektronik Bank digital, adanya Rahasia bank yang 
dimaksudkan agar menghadirkan kepercayaan masyarakat apabila dari bank 
ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang data pribadi pengguna layanan 
perbankan digital atau data simpanan serta keadaan keuangan debitur tidak 
disalah gunakan serta Setiap bank wajib menjamin dana debitur pengguna 
                                               
103 Dwi Ayu Astrini, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking 
Dari Ancaman Cybercrime, Juornal Lex Privatum, Vol.III/No. 1 (Jan-Mar/2015), hlm 78 
104 Candrawati, Ni Nyoman A, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-Money Sebagai 
Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master 
Law Journal), Vol. 3, (No.1), 2014, hlm 1-16. 
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layanan elektronik yang disimpan di bank melalui Lembaga Penjamin 
Simpanan.105 
Selain itu, perlindungan terhadap debitur juga secara umum diatur pada 
Undang-undang perlindungan konsumen dimana Bank bertanggung jawab 
untuk melaksanakan perintah Undang-undang Perlindungan konsumen, 
terdapat beberapa kewajiban Bank dalam menyelenggarakan perlindungan 
debitur antara lain:106 
2. Menerapkan itikad baik saat melaksanakan kegiatan usaha 
3. Memberikan pelayanan kepada nasabah dengan benar, jujur dan tidak 
diskriminatif; 
4. Memberikan jaminan kualitas barang ataupun jasa yang dipasarkan 
kemasyarakat atas ketentuan standar kualitas barang maupun jasa 
pada layanan elektronik; 
5. Informasi mengenai kondisi jaminan barang maupun jasa wajib 
diberikan oleh bank secara benar, jelas dan jujur. Bank wajib 
memberikan penjelasan mengenai uraian penggunaan, perbaikan dan 
pemeliharaan;  
6. Dalam hal menguji atau mencoba barang maupun jasa bank wajib 
memberikan kesempatan dan memberikan garansi terhadap barang 
maupun jasa yang dipasarkan; dan 
7. Bank wajib memberi konpensasi, ganti rugi maupun penggantian atas 
kerugian akibat penggunaan serta pemamfaatan atas barang maupun 
jasa sesuai dengan perjanjian. 
Peraturan OJK tentang penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh 
bank umum juga memberikan perlindungan bagi Debitur. Dalam Peraturan 
OJK tersebut, penyelenggara layanan perbankan digital wajib menerapkan 
prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan perilndungan konsumen di bidang jasa keuangan. Bank 
                                               
105 Rani M, Perlindungan Otoritas Jasa keuangan Terhadap kerahasiaan dan keamanan data 
pribadi Nasabah Bank, Jurnal Selat, Vol. 2, (No.1), 2017, hlm 168-181. 
106 Pasal 7 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  
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Digital sebagai industri dan penyedia jasa layanan elektronik, bank digital 
harus memiliki fungsi dan mekanisme untuk menangani setiap masalah dan / 
atau pengaduan debitur yang beroperasi 24 jam sehari. Prinsip perlindungan 
pelanggan meliputi transparansi, perlakuan yang adil, reliabilitas, kerahasiaan 
dan keamanan data / informasi pelanggan, penanganan pengaduan, dan 
penyelesaian sengketa pelanggan dengan biaya yang sederhana, cepat dan 
terjangkau.107 
Mengingat tingginya resiko pengalihan data pribadi nasabah OJK mengatur 
perlindungan nasabahnya pada pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
nomor 77 tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 
Teknologi Informasi, yaitu antara lain berisi:108 
1. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, 
data transaksi dan data keuangan yang dikelola sejak data 
diperoleh sampai dimusnahkan; 
2. menyediakan proses autentivikasi, verifikasi dan validasi dalam 
hal mengakses, memproses dan mengeksekusi data pribadi, 
transaksi dan keuangan yang dikelola; 
3. menjamin perolehan, penggunaan, pemanfaatan dan 
pengungkapan data pribadi, transaksi dan keuangan yang 
diperoleh berdasarkan persetujuan pemilik data; 
4. menyediakan media komunikasi lain selain sistem Elektronik 
berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi 
lainnya; 
5. notifikasi apabila terjadi kegagalan dalam perlindungan 
kerahasiaan. 
Terhadap resiko kerugian dana nasabah, OJK mengatur Perlindungan yang 
lebih rinci pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 
                                               
107 Wonok, David. Y, Perlindungan Hukum Atas Hak - Hak Nasabah Sebagai konsumen 
Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko yang Timbul dalam Penyimpanan Dana. Jurnal Hukum 
Unsrat, Vol. 1, (No. 2), 2013 hlm 59-71. 
108 Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77 tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam 
Uang Berbasis Teknologi Informasi 
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Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, terhadap resiko-
resiko kerugian nasabah diatur pada pasal 25-29, dengan ketentuan bahwa 
Bank Digital wajib menjaga kemanan simpanan, dana, atau aset konsumen 
yang berada dalam tanggung jawab Bank, Bank juga wajib memberikan tanda 
bukti kepemilikan guna menjamin pemanfaatan yang sah sesuai perjanian 
dengan nasabah, Bank wajib memberikan laporan kepada nasabah terkait 
saldo, mutasi simpanan, dana, asset, atau kewajiban nasabah secara akurat, 
Bank bertanggung jawab atas kerugian nasabah yang timbul akibat kesalahan 
dan/atau kealaian pengurus.109 
 
C. Perlindungan Hukum Represif (Penyelesaian Dalam Sengketa) 
Perlindungan terhadap debitur atas fraud layanan elektronik bank digital 
atas keadaan yang tidak diinginkan yang telah terjadi serta merugikan debitur, 
sehingga perlu adanya upaya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. 
Perlindungan yang tujuannya menyelesaikan masalah atau sengketa yang 
timbul dikenal dengan perlindungan represif.110 Penyelesaian sengketa atau 
pengaduan debitur merupakan salah stau bentuk dari perlindungan debitur 
dalam rangka menjamin hak-hak debitur.111 
Peraturan BI No.10/10/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan BI 
No.7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah menyebutkan 
“pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan oleh 
adanya potensi kerugian finansial pada nasabah yang diduga karena kesalahan 
atau kelalaian bank”, atau biasa disebut dengan sengketa Peraturan BI 
No.10/10/PBI/2008 ini menyebutkan pula bank wajib menyelesaikan setiap 
pengaduan yang diajukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah melalui 
prosedur tertulis yang melingkupi penerimaan pengaduan; penanganan dan 
                                               
109 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor 
Jasa Keuangan 
110 Jahri, A. Perlindungan Nasabah Debitur Terhadap Perjanjian Baku Yang Mengandung 
Klausula Eksonerasi Pada Bank Umum Di Bandar Lampung. Fiat Justisia Journal of Law, Vol. 10, 
(No.2), 2016, hlm 125-148. 
111 Panjaitan, Leo. T, Analisis Penanganan Carding dan Perlindungan Nasabah dalam kaitannya 
dengan Undang-Undang Informasidan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008. Incomtech 
Jurnal Telekomunikasi dan komputer, Vol. 3, (No. 1), 2012, pp. 1-25. 
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penyelesaian pengaduan; dan pemantauan penanganan serta penyelesaian 
pengaduan.112 
Pengaturan terkait Penyelesaian sengketa atas dasar pengaduan nasabah 
juga diatur dalam Surat Edaran OJK No.2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan 
dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, 
menyebutkan bahwa Bank wajib menyelesaikan pengaduan yang disertai 
dengan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi atas kerugian materil 
yang dialami oleh nasabah. 
Selain itu, pada Surat Edaran OJK OJK No.2/SEOJK.07/2014 Tentang 
Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa 
Keuangan juga menyebutkan prosedur pelayanan serta penyelesaian sengketa 
pengaduan nasabah yang diberikan oleh Bank Digital wajib merahasiakan 
segala bentuk informasi nasabah kecuali terhadap pihak OJK atas dasar 
persetujuan nasabah itu sendiri. 
Pada Surat Edaran tesebut OJK Bank Digital diwajibkan untuk:113 
1. memberikan perlakuan yang sama dan objektif terhadap setiap 
pengaduan; 
2. memberikan kesempatan yang memadai kepada konsumen guna 
menguraikan materi pengaduan; 
3. memberikan kesempatan terhadap pihak lain yang memiliki 
kepentingan terhadap sengketa, untuk memberikan penjelasan 
dalam penyelesaian sengketa; 
4. Bank juga wajib mengadministrasi pelayanan serta penjelasan 
pengaduan yang melingkupi identitas nasabah, materi sengketa 
serta tindakan yang telah dilakukan guna menyelesaikan sengketa. 
                                               
112 Herdian Ayu Andreana Beru Tarigan, Darminto Hartono Paulus, Perlindungan Hukum Terhadap 
Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital, Jurnal Pembangunan Hukum 
Indonesia Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019. 




Selain itu, OJK mengatur perlindungan represif pada Peraturan Otoritas 
Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen 
Sektor Jasa Keuangan, dengan beberapa ketentuan sebagai berikut: 
1. Bank wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan 
paling lambat 20 hari kerja setelah diterimana pengaduan;114 
2. Bank wajib memiliki unit kerja dan/atau fungsi untuk menangan dan 
menyelesaikan pengaduan yang diajukan nasabah;115 
3. Setelah menerima pengaduan Konsumen, Pelaku Usaha Jasa Keuangan 
wajib melakukan:116 
a. pemeriksaan internal atas pengaduan secara 
kompeten, benar, dan obyektif;  
b. melakukan analisis untuk memastikan kebenaran 
pengaduan; dan  
c. menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan 
ganti rugi (redress/remedy) atau perbaikan produk 
dan atau layanan, jika pengaduan Konsumen benar. 
Menyangkut upaya perlindungan debitur terhadap layanan elektronik Bank 
digital sebenarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pihak bank 
kepada debitur yang mengalami kerugian.117 Pertanggung jawaban inilah yang 
kemudian dimaksudkan guna mengurangi potensi risiko terjadinya penurunan 
reputasi bagi bank dalam jangka yang panjang sehingga tidak menurunkan 




                                               
114 pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen 
Sektor Jasa Keuangan 
115 pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen 
Sektor Jasa Keuangan 
116 pasal 38 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen 
Sektor Jasa Keuangan 
117 Talumewo. F, Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah Yang Menjadi Korban 























Berdasarkan Penelitan yang Penulis lakukan dan jabarkan diatas Dapat 
disimpulkan bahwa status Hukum Bank Digital di Indonesia adalah illegal 
karena Sampai saat ini belum ada Pengaturan secara spesifik mengenai Bank 
Digital secara murni di Indonesia. Legalitas terkait Bank Digital inilah yang 
menjadi kekhawatiran Bagi masyarakat yang mempercayakan dana dan 
kegiatan perbankannya pada Bank Digital. Mengingat sudah terdapat 
beberapa Bank Digital yang sudah beroperasi aktif di Indonesia yang 
penggunanya tidak sedikit namun tanpa pengaturan yang pasti terkait 
Pelaksanaan Bank Digital itu sendiri. Sejauh ini Bank Digital yang sudah 
beroperasi mewarisi dasar operasionalnya berdasarkan Peraturan Otoritas 
Jasa Keuangan Nomor 12 /Pojk.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan 
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Perbankan Digital Oleh Bank Umum dan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 
tentang Perbankan. 
Kemudian terkait Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam hal terjadinya 
Fraud dalam layanan elektronik Bank terdapat 2 bentuk perlindungan yang ada 
yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif. Terdapat 
beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
Perlindungan nasabah yang sifatnya preventif secara umum seperti yang 
diatur dalam Undang- Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, 
Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan 
Peraturan OJK No.12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan 
Perbankan Digital Oleh Bank Umum. 
2. Saran 
Berdasarkan dari hasil penelitian ini maka Penulis memberikan saran yang 
sekiranya dapat bermanfaat bagi lembaga serta bagi peneliti selanjutnya, yaitu 
sebagai berikut: 
a. Bagi Otoritas Jasa Keuangan  
Mengingat sudah banyak Bank Digital yang beroperasi dan 
eksis di Indonesia serta banyak mengikat nasabah maka perlu segera 
diatur pengaturan pasti yang dapat menjadi legaitas Bank Digital, perlu 
adanya peningkatan yang lebih baik dalam hal pengaturan dan 
pengawasan terkait tansaksi layanan elektronik ini mengingat besarnya 
resiko kejahatan siber pada Bank digital sehingga mendukung dan 
mempererat perlindungan Nasabah dalam hal terjadinya fraud dalam 
layanan elektronik.  
 
b. Bagi Bank Indonesia  
Mempererat kerja sama dan koordinasi dengan Otoritas Jasa 
Keuangan dalam mengatur system perbankan yang dilakukan oleh 
Bank Digital dalam hal pengaturan dan Pengawasan, dengan 
kerjasama Pengawasan yang baik diharapkan tidak alagi ditemui 
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pelanggaran atau kesalahan yang dapat merugikan pihak pengguna 
dan nasabah dana tau debitur. 
 
Seperti yang sudah dijelaskan bahwa Bank digital yang 
berpeluang besar menyokong kemajuan perekonomian Indonesia serta 
keberadaan Bank Digital ini tentu saja mendukung efektifitas 
penyelenggaraan transaksi keuangan elektronik yang mempermudah 
para pengguna dalam melaksanakan transaksi keuangan sehingga 
perlu adanya legalitas dalam bentuk peraturan yang pasti terkait Bank 
Digital Murni dalam mecapai tujuan tersebut, dan Bagi Peneliti 
selanjutnya 
 
Terdapat beberapa saran dari penulis bagi peneliti selanjutnya 
yang meneliti terkait Bank Digital antara lain: 
b. Lebih mempersiapkan diri dalam proses pengumpulan data 
dan segala kebutuhan penelitian sehingga penelitian dapat 
dilaksanakan dengan lebih baik dan efektif 
c. Mengkaji lebih banyak sumber dan referensi yang berkaitan 
dengan Bank Digital dan Layanan Elektronik, memperluas 
bidang pencarian sumber dan referensi dari segala bidang 
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